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ABSTRACT 

This study aimed is to investigate the copyright and rights to trademarks created during a marriage 

which can be qualified as joint property according to Islamic marriage law and the settlement of 

the distribution of the copyright and rights to trademarks as a joint asset in Islamic divorce. The 

problem statements in this study include: 1) Can the copyright and rights to a trademark created 

during the marriage be qualified as joint property according to Islamic marriage law? 2) How to 

settle the distribution of the copyright and rights to trademarks as a joint asset in Islamic divorce? 

This normative study employed a conceptual approach and a descriptive-analytical method. The 

analysis results show that the copyright and trademark rights can be qualified as joint property 

since a trademark is categorized as an asset due to its economic value, including royalty or 

financial benefits. Copyright and trademark rights can become joint property if it can be proven 

that the trademark is produced during the marriage. The distribution of copyrights and trademark 

rights means the distribution of royalties or financial benefits resulting from the trademark. 

Meanwhile, other rights such as moral rights contained in the copyright will keep attaching to the 

creator. In addition, the percentage of the distribution of financial benefits or royalties is divided 

according to the roles and responsibilities of husband and wife in the household. 

Keywords: Copyright, Right to Trademark, Shared Assets 

Keywords: Copyright, Right to Trademark, Joint Assets 
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ABSTRAK 

 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui hak cipta dan hak atas merek yang lahir 

selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan 

islam dan penyelesaian pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek sebagai harta Bersama dalam 

perceraian islam. Rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini adalah 1) Apakah hak cipta dan 

hak atas merek yang lahir selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta Bersama 

menurut hukum perkawinan islam? 2)Bagaimana penyelesaian pembagian Hak Cipta dan Hak 

Atas Merek sebagai harta Bersama dalam perceraian islam? Penelitian ini termasuk penelitian 

normatif dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual 

dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian tesis ini 

menunjukkan bahwa hak cipta dan hak atas merek dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. 

Hal tersebut didasarkan pada hak cipta dan ha katas merek termasuk dalam kategori harta kekayaan 

karena bernilai ekonomi yaitu royalti atau keuntungan finansial. Hak cipta dan hak atas merek 

dapat menjadi harta bersama apabila dapat dibuktikan bahwa hak cipta dan hak atas merek tersebut 

dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Pembagian hak cipta dan ha katas merek yaitu berupa 

pembagian royalti atau keuntungan finansil yang dihasilkan dari hak cipta dan hak atas merek 

tersebut. Sedangkan hak lainnya seperti hak moral yang terdapat dalam hak cipta akan terus 

melekat kepada pribadi pencipta. Selain itu persentase pembagian keuntungan finansial atau 

royalty tersebut dibagi berdasarkan peran dan tanggungjawab suami istri dalam rumah tangga. 

 

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Atas Merek, Harta Bersama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan umat 

manusia. Perubahan zaman menuntut manusia untuk lebih kreatif dan melakukan 

inovasi-inovasi baru sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman yang 

terjadi. Umat manusia yang peka terhadap perubahan zaman yang semakin moden 

menghasilkan Penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Penemuan-penemuan tersebut merupakan wujud intelektual manusia 

yang perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil intelektual 

manusia. Oleh sebab itu negara memberikan perlindungan hukum terhadap hasil 

kreasi intelektual manusia yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.1 Hak Kekayaan 

Intelektual merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud sebagaimana 

klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdata yaitu penggolongan benda ke 

dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak 

bertubuh). Benda immateriil atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu 

dapatlah kita contoh seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna 

                                                           
1OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-sembilan 

(PT.RAJAGRAFINDO PERSADA:Jakarta, 2013), hlm 10. 
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bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan 

Intelektual (intellectual property rights) dan lain sebagainya.2 

Hak Kekayaan Intelektual dapat dimiliki secara individu maupun 

bersama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan oleh dua orang atau lebih dapat 

dilakukan oleh orang yang terikat dalam tali perkawinan maupun yang tidak terikat 

dalam tali perkawinan. Ide yang telah diciptakan dalam bentuk nyata dan lahir 

selama pernikahan sehingga menjadi Kekayaan Intelektual maka Kekayaan 

Intelektual tersebut disebut sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perkawinan) yang dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut atau untuk selanjutnya 

disebut harta Bersama, dapat berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, 

benda berwujud maupun harta benda tidakberwujud. Sebagaimana Pasal 91 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “harta bersama dapat berupa benda 

berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi 

bendatidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama 

yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat 

dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak 

lainnya”. 

                                                           
2Ibid.hlm 13. 



 

3 

 

Ada berbagai macam Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia, 

yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, 

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Varietas Tanaman Baru, dan Hak 

Indikasi Indikasi Georgrafis. Namun, pada tugas akhir ini penulis hanya membatasi 

pembahasan ini pada hak cipta dan hak atas merek. Hal tersebut dikarenakan kedua 

hak kekayaan intelektual tersebut paling popular dan paling sering terjadi sengketa.  

Hak cipta dan Hak atas Merek memiliki hak ekonomi (economic right) 

yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapaun yang disebut dengan hak ekonomi 

adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai 

hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.3 

Selain hak ekonomi, hanya hak cipta yang diberikan hak moral karena hak atas 

merek lahir atas dasar permintaan dari pemilik merek, maka dapat disimpulkan 

bahwa hak atas merek tidak mengandung suatu penghargaan atas suatu hasil 

kepandaian atau penemuan seseorang.4 

Pengertian Hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ketentuan 

Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk 

selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) yaitu hak eksklusif pencipta yang 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
3Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek hukumnya, Cetakan Pertama, (PT.Asdi 

Mahasatya:Jakarta, 2010), hlm 45. 
4Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi 

Kenikmatan Jilid I ), Cetakan Pertama, (In, Hil-Co:Jakarta Selatan, 2002), hlm 132. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan merek dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya.  

Peralihan hak cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan karena: 

pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang 

dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk hak 

atas merek diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang merek dan indikasi geografis menyatakan hak atas merek dapat beralih atau 

dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah , 

perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.  

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang dalam 

Pasalnya menyatakan bahwa hak cipta dan hak atas merek dapat beralih atau 

dialihkan salah satunya dengan pewarisan. Ketika adanya proses pewarisan maka 

ada harta warisan yang menjadi objeknya. Harta warisan dapat berasal dari harta 
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bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya harta bawaan atau harta pribadi masing-masing suami istri. 

Pada tulisan kali ini pembahasan utamanya adalah hak cipta dan hak atas merek 

yang ada setelah perkawinan sehingga hak cipta dan hak atas merek tersebut 

termasuk dalam harta bersama. 

Hak cipta dan Hak atas merek sebenarnya tidak langsung mengenai suatu 

benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu. Hak ini hanya 

diberikan kepada orang yang memang berhak, tidak kepada orang lain yang tidak 

berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak. Oleh Karena itu 

sering disebut hak monopoli atau kini popular dengan sebutan hak milik intelektual 

(intellectual property) disingkat “HKI” yang diakui sebagai hak milik yang sifatnya 

tidak berwujud. Namun demikian, sekalipun tidak langsung mengenai suatu benda, 

hak milik intelektual tersebut memiliki sifat kebendaan yaitu mutlak/absolut dan 

droit de suite artinya hak itu terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak 

dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.5 

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif 

sebagaimana dibicarakan di atas. Seorang pencipta/ pemegang hak cipta melakukan 

perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan 

materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.6 

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk 

memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan 

                                                           
5Ibid, hlm 128. 
6Gatot Supramono,Loc.cit. 
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semata-mata Karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang 

hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. 

Hal ini memang wajar pencipta atau pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian 

keuntungan, Karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari 

penerimaan izin tersebut.7 

Sama halnya dengan hak atas merek, pemilik hak atas suatu merek dapat 

memberikan lisensi merek tersebut kepada pihak lain baik perorangan maupun 

badan hukum dengan memperoleh keuntungan dari pemberian lisensi tersebut. 

Oleh Karena itu hak cipta dan hak atas merek berpotensi memberikan keuntungan 

ekonomi yang cukup tinggi, maka hak cipta dan hak atas merek sebagai harta 

bersama sering mengakibatkan perselisihan apabila terjadi perceraian.  

Salah satu contoh mengenai betapa pentingnya pembagian harta bersama 

atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki selama dalam masa perkawinan adalah 

pasangan suami istri pemilik rumah makan ayam goreng SUHARTI.  

Berdasarkan Majalah Tempo yang telah diterbitkan,Suharti pernah 

bercerita, awalnya rumah makan yang dirintis selama 30 tahun oleh Suharti dan 

suaminya, Sachlan itu menggunakan logo bergambar ayam. Namun siapa sangka, 

penyebab lahirnya logo kedua justru dipicu aksi suaminya yang diyakini Suharti 

memiliki wanita lain di Jakarta. Perang dingin antara keduanya membuat sang 

suami berhasil mengakuisisi semua rumah makan `Ayam Goreng Ny.Suharti`, 

karena namanya terdaftar sebagai pemilik resmi bisnis tersebut.8 

                                                           
7Ibid. 
8Siska Amelia F deil, ”Lika-Liku Dua Logo Ayam Goreng Ny.Suharti”, 

http://bisnis.liputan6.com/read/752879/lika-liku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti, Akses 16 

Oktober 2017. 

http://bisnis.liputan6.com/read/752879/lika-liku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti
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Suharti yang kehilangan semua usahanya tersebut mendirikan kembali 

rumah makan miliknya sendiri dan masih dengan nama yang sama `Ayam Goreng 

Ny.Suharti`. Namun kali ini, Suharti menggunakan potret wajahnya sendiri di logo 

produknya untuk menandakan bahwa ayam goreng itu asli miliknya. Maka saat ini, 

meski dengan merek yang sama, ayam goreng Ny.Suharti berlogo ayam adalah 

milik mantan suaminya. Sementara milik Suharti adalah rumah makan dengan logo 

bergambar dirinya sendiri.9 

Dalam hal ini, yang menjadi harta gono-gini mereka adalah hak merek, 

di mana setelah perceraian, pasangan suami istri tersebut diputus oleh pengadilan 

dapat mempergunakan merek yang sama untuk usaha rumah makan ayam goreng 

mereka, yang dalam perjalanannya kemudian para pihak membedakan dengan 

nama SUHARTI untuk rumah makan milik istri, dan NY. SUHARTI untuk rumah 

makan milik suami. Sedangkan di dunia internasional, perselisihan antara Michael 

Douglas dan istrinya mengenai pembagian royalti atas hak cipta film Wall Street: 

Money Never Sleeps yang telah berlangsung selama lebih dari 14 tahun.10 

Pembagian harta bersama harus berdasarkan kepada aspek keadilan bagi 

para pihak. Keadilan yang dimaksud adalah tidak ada upaya mendiskriminasikan 

salah satu pihak. Pembagian harta bersama dibagi dua dengan komposisi seimbang 

pun belum tentu dianggap adil oleh para pihak atau salah satu pihak.  

Pemilik hak cipta dan hak atas merek memiliki beberapa pilihan untuk 

membagi harta bersama berupa hak kekayaan intelektual ketika terjadi perceraian, 

                                                           
9Ibid. 
10http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-

intelektual-sebagai-harta-gono-gini, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta gono-gini” Akses 14 

Oktober 2017. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini
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misalnya membuat perhitungan nilai ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang 

dihasilkan selama masa perkawinan atau pilihan lainnya adalah menegosiasikan 

pembagian pendapatan atau royalti dari kekayaan intelektual yang didapat setelah 

perceraian terjadi. Kedua pilihan tersebut pun bukan sesuatu yang sangat mudah 

dijalankan dan pastinya memerlukan proses yang sangat serius mengenai proporsi 

masing-masing. Pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama 

ketika terjadi percerian bukan hal yang mudah seperti membagi harta bersama yang 

berupa rumah, mobil, deposito dan lainnya. Pasangan yang akan bercerai dan 

memiliki hak kekayaan intelektual selama masa perkawinan, harus mengetahui hak 

kekayaan intelektual apa saja yang mereka miliki. Penilaian terhadap perhitungan 

nilai ekonomis dari suatu hak kekayaan intelektual harus dapat dijabarkan secara 

jelas. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut bisa menjadi salah satu cara untuk 

mengidentifikasi dan membantu menghitung nilai ekonomis dari suatu hak 

kekayaan intelektual yang dihasilkan.11 

Terkait atas nama siapa hak cipta dan Hak atas merek tersebut terdaftar 

bukan faktor bahwa apakah hak kekayaan intelektual tersebut termasuk dalam harta 

bersama atau tidak. Faktor yang paling penting untuk ditemukan terlebih dahulu 

adalah apakah harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau 

tidak. Selain itu apabila hak cipta dan hak atas merek tersebut terbukti ada setelah 

perkawinan berlangsung maka bagaimana pembagian nilai ekonomis atau royalti 

dari hak cipta dan hak atas merek tersebut kepada suami-istri yang akan bercerai. 

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

                                                           
11Ibid. 
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“PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK CIPTA DAN HAK ATAS MEREK 

SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN ISLAM ”. Kajian 

tersebut untuk memberikan jawaban mengenai kulifikasi hak cipta dan hak atas 

merek sebagai harta bersama dan cara pembagian hak cipta dan hak atas merek 

sebagai harta bersama. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah hak cipta dan hak atas merek yang lahir selama perkawinan dapat 

dikualifikasikan sebagai harta Bersama menurut hukum perkawinan islam? 

2. Bagaimana penyelesaian pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek sebagai 

harta Bersama dalam perceraian islam? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hak cipta dan hak atas merek yang lahir selama 

perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta Bersama menurut hukum 

perkawinan islam. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek 

sebagai harta Bersama dalam perceraiain islam. 

D. TINJAUAN PUSTAKA ATAU ORISINALITAS PENELITIAN 

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka 

penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan 

sebagai berikut: 
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1. Arso, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 

Volume 7, Nomor 1, April 2017. Penelitian ini ditinjau berdasarkan 1 (satu) 

perspektif yaitu Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan 

nilai ekonomi dari HAKI berupa royalti atas HAKI tersebut diterima atau 

diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, maka merupakan kekayaan 

dalam rumah tangga yang menjadi harta bersama. Demikian juga pengembangan 

atas HAKI yang berakibat mempunyai nilai ekonomis berupa royalti yang 

menjadi kekayaan dalam rumah tangga, maka hasil pengembangannya itu 

menjadi harta bersama suami istri. Sedangkan hak moral atas HAKI tersebut 

tetap melekat pada pemegang HAKI atau pencipta. 

Penelitian tersebut diatas hanya membahas hak kekayaan intelektual 

secara umum, sedangkan penulis dalam tesisnya fokus hak kekayaan 

intelektualnya kepada hak cipta dan hak atas merk.  

2. Mega Crystalia, SH, Mahasiswa S-2 Universitas Airlangga Surabaya, Penelitian 

tentang “Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama Berupa merek”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Terkait atas nama siapa merek 

tersebut terdaftar bukan faktor yang mempengaruhi keabsahan harta menjadi 

objek harta bersama, yang terpenting adalah dapat dibuktikan bahwa harta 

tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pembagian harta 

bersama berupa hak merek harus berdasarkan pada prinsip keadilan, sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun cara yang bisa ditempuh yakni pasangan 

suami istri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta 
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bersama baik untuk HKI yang telah dinikmati hasilnya selama dalam 

pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti atau pengalihan hak 

dengan kompensasi tertentu kepada salah satu pasangan setelah terjadi 

perceraian.  

Penelitian tersebut diatas hanya berfokus kepada hak atas merk, 

sedangkan penulis selain hak atas merk juga berfokus kepada hak cipta. Selain 

itu penelitian tersebut hanya meneliti tentang akibat hukumnya saja sedangkan 

penulis sampai kepada cara pembagian harta bersama berupa hak cipta dan hak 

atas merk. 

3. Johan Sudanta Chandra, SH, Mahasiswa S-2 Universitas Surabaya, Penelitian 

tentang “Kedudukan Hak atas Merek terjadi perceraian dalam suatu 

perkawinan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Hak atas Merek 

timbul karena perdaftaran merek tersebut maka lahirlah hak atas merek, 

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Merek Dengan adanya hak eksklusif 

ini, maka orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum merek adalah 

pemilik merek, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa 

izin pemegang hak merek. Sehingga bila dalam suatu perkawinan, suami atau 

istri mendaftarkan merek atas suatu produk, maka berdasarkan hak eksklusif, 

maka yang berhak atas merek tersebut adalah suami atau istri yang namanya 

tercantum dalam daftar umum merek, Dengan adanya hak eksklusif ini, maka 

orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum merek adalah pemilik merek, 

tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang 

hak merek. Sehingga bila dalam suatu perkawinan, suami atau istri mendaftarkan 
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merek atas suatu produk, maka berdasarkan hak eksklusif, maka yang berhak 

atas merek tersebut adalah suami atau istri yang namanya tercantum dalam daftar 

umum merek. Dengan demikian suatu Hak atas Merek jika terjadi perceraian 

dikategorikan sebagai harta bawaan bukan sebagai harta bersama. 

Penelitian diatas objek kajiannya hanya hak atas merk sebagai harta 

bersama, sedangkan penulis fokus kepada hak cipta dan hak atas merk. Selain 

itu, penelitian tersebut diatas hanya menganalisis kedudukan hak kekayaan 

intelektual sebagai harta bersama, sedangkan penulis fokus kepada hak cipta 

sebagai harta bersama dan pembagian hak cipta dan hak tas merk tersebut 

sebagai harta bersama jika terjadi perceraian. Selain itu penulis fokus kepada 

Hukum Islam dalam analisisnya karena objeknya merupakan perkawinan orang 

islam, sedangkan di penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Merk 

dan KUHPerdata sebagai analisisnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, Penulis dalam hal ini 

memberikan perbedaan mengenai perspektif kajian tidak hanya dengan kompilasi 

hukum islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan cara 

penyelesaian pembagian harta bersama dalam perceraian islam bila harta bersama 

tersebut berupa harta benda tidak berwujud. Selain itu Penelitian dalam tesis kali 

ini tidak hanya membahas hak kekayaan intelektual berupa Hak atas merek saja, 

tetapi juga hak cipta karena hak cipta dan hak atas merek merupakan hak kekayaan 

intelektual yang popular dan banyak digunakan di masyarakat. 
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E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Setiap penelitian harus selalu memiliki kerangka pemikiran. Kerangka 

pemikiran tersebut disusun oleh Penulis untuk menjadi pedoman penulis agar 

urutan penulisan dan analisis tugas akhir ini menjadi baik. Kerangka pemikiran 

yang saya gunakan untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang timbul 

adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang harta benda perkawinan di 

dalam pembagian menurut hukumnya, karena harta benda perkawinan ini 

memiliki hubungannya dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Selain itu menurut K.Wantjik Saleh (Hukum Perkawinan Indonesia), 

perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal 

ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan 

material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama 

dalam Pancasila.12 Akibat hukum dari perkawinan, tidak hanya mengenai 

hubungan suami-isteri, tetapi juga harta kekayaan yang diperoleh setelahnya. 

Harta kekayaan yang dimiliki suami-isteri ada 2 (dua) yaitu harta yang dibawa 

                                                           
12Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 

(Sinar Grafika: Jakarta, 2004), hlm 5-6. 
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masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung. Penulisan tesis ini, Penulis akan fokus kepada harta kekayaan 

yang diperoleh selama perkawinan yang biasa disebut harta Bersama atau 

dalam jawa disebut harta gono-gini. 

2. Harta Bersama 

Definsi mengenai harta bersama banyak terdapat di berbagai literatur 

serta pendapat-pendapat para ahli yang memiliki redaksi berbeda-berda. Oleh 

sebab itu, penulis berupaya menghindari perbedaan redaksi tersebut dengan 

berpedoman kepada definisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang 

dan peraturan berikut:13 

a) UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. 

Artinya harta kekayaanyang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak 

disebut sebagai harta bersama; 

b) KUHPerdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya 

perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara 

suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain 

dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan 

berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara 

suami dan isteri; 

                                                           
13Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, Ijtima’iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 

2015, hlm 96. 
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c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam 

memberikan rumusan mengenai harta bersama disebutkan harta yang 

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selam dalam ikatan 

perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian disebutkan lebih 

lanjut dalam Pasal 85 bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu 

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 

isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta Bersama dalam 

perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta 

perkawinan (harta harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup 

kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik 

suami maupun isteri.Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan 

bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri 

karena perkawinan ayat (1); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa 

pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 

olehnya, demikian juga sebaliknya. 

Pemberlakuan BW/KUHPerdata dalam bidang perkawinan dan hal 

lain terkait perkawinan pasangan muslim tidak berlaku selama telah diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, segala urusan yang 

berkenaan dengan harta bersama harus didasari Pada Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

Harta Bersama yang timbul dalam perkawinan dapat berupa benda 

berwujud dan benda tidak berwujud. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam 



 

16 

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan Harta 

bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak 

dan surat-surat berharga. Sedangkan Harta bersama yang tidak berwujud dapat 

berupa hak maupun kewajiban.  

3. Hak dan Kepemilikan dalam Islam 

Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta dan hak atas merek 

dalam hukum islam dapat dikualifikasikan sebagai haq ibtikar. Ibtikar atau hak 

cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring 

dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (dagang), dan ke-hidupan social 

budaya masyarakat. Ibtikar secara maknawi sebagai kepemilikan khusus dan 

merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada 

penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun 

finansial.14 Ulama Malikiyyah, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya 

adalah akal manusia, namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentuk 

media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta 

benda material lain. Menurutnya, semata-semata pemikiran yang asalnya 

adalah akal seseorang tidak boleh dipindahktangankan. Akan tetapi setelah 

pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atu yang lain, maka hasil 

pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut 

ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila 

hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media 

                                                           
14Harun, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muamalah”, SUHUF, Vol. 

22, No. 1, Mei 2010, hlm 35 dikutip dari Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Fiqh Muamalah, 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm 296. 
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apapun.15 Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak Ibtikar termasuk 

ke dalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap 

hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. 

Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika 

digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini 

layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.16 

Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu 

harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut 

istilah ulama fiqih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang 

menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ada 

halangan syara’.17 

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaatnya), kepemilikan dapat 

dibedakan menjadi milk at-tamm dan milk an-naqish. Milk at-tamm adalah 

kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak 

mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. Selain itu, 

kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan 

syara’, seperti jual beli, mekanisme hukum waris ataupun wasiat. Dalam milk 

at-tamm, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia 

bebas melakukan transaksi , investasi atau hal lainnya, seperti jual beli, hibah, 

waqf, wasiat, i’arah, ijarah dan lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda 

sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki maka tidak 

                                                           
15Ibid, hlm 37 dikutip dari Ibnu Rusyad, Bidayatul Mujtahid, dalam Ibid., hlm 42. 
16Ibid. 
17 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Cetakan Ketiga, (Pustaka 

Pelajar: Yogyakarta, 2015), hlm 34. 
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berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa 

mendapat sanksi, karena merusak harta benda haram hukumnya.18 

Sedangkan milk an-naqish (kepemilikan tidak sempurna) adalah 

kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas 

manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai 

pemilikan atas manfaatnya.19 

4. Hak Cipta 

Hak Cipta menjadi salah satu fokus dalam penulisan tesis ini karena 

hak cipta merupakan benda tidak berwujud yang dapat timbul sebagai harta 

Bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 

memberi pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta 

atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Pencipta 

adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap 

hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan 

                                                           
18 Ibid.hlm 35-36 
19 Ibid. 
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atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau 

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan hak cipta 

merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak 

moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta 

merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, 

f. Atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas Ciptaan. Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan Dalam Segala Bentuknya;e.Co 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, Atau Pentransformasian Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan Atau Salinannya; 

f. Pertunjukan Ciptaan; 
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g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; Dan 

i. Penyewaan Ciptaan. 

Manfaat ekonomi yang bisa didapatkan dari hak cipta yaitu royalti 

atau pembayaran sejumlah uang atas izin untuk melakukan penggandaan 

ciptaan, penerbitan ciptaan dan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Cipta.  Adanya pembayaran royalti maka dapat dikatakan 

hak kebendaan berupa hak cipta tersebut memiliki nilai ekonomis. Nilai 

ekonomis dari hak cipta tersebut yang masuk ke dalam objek harta bersama.  

5. Hak Atas Merek 

Hak Atas merek termasuk dalam fokus yang akan dibahas selain dari 

pada hak cipta. Hal tersebut karena hak merek termasuk sebagai benda tidak 

berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan merek tersebut juga bisa digunakan 

suami-isteri dalam membuat usaha Bersama. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan definisi Merek adalah tanda yang 

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka,susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Kemudian Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Inikasi 

Geografis menyebutkan definisi Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang 
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diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Hak atas merek tidak dapat dengan mudah diperoleh sebagaimana 

hak cipta. Hak atas merek akan didapatkan bila merek tersebut sudah terdaftar 

atas nama seseorang atau badan hukum. Sehingga pemilik atau pemegang hak 

atas merek tersebut dapat diberikan lisensi kepada orang atau badan hukum 

lain. Merek yang telah terdaftar tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan 

dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentutan tertentu. 

Hak atas merek hanya dapat dimiliki oleh pemilik yang terdaftar. Hal 

tersebut disebabkan definisi hak atas merek Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 mengenai hak eksklusif yang berarti hanya nama 

terdaftar yang disebut sebagai pemegang hak eksklusif yang boleh 

menggunakan merek tersebut serta hak atas mereknya dilindungi dari 

penggunaan oleh pihak lain yang melanggar hukum atau peraturan perundang-

undangan. 

Hak untuk memberikan izin penggunaan merek tersebut kepada 

pihak lain memberikan manfaat ekonomis bagi pemegang hak atas merek 

tersebut.  Penggunaan Merek dalam perdagangan barang maupun jasa sebagai 

brand/trade mark selain itu royalty dari pemberian izin untuk menggunakan 

merek tersebut. Sama halnya seperti royalti hak cipta, pemberian izin untuk 

penggunaan merek suatu perdagangan barang atau jasa, maka pemegang merek 

juga berhak atas royalti dari pihak lain.  Pembayaran sejumlah uang sebagai 
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royalti tersebut yang disebut sebagai nilai ekonomis dari merek. Sehingga hak 

atas merek dapat dikategorikan sebagai harta yang tidak berwujud.  

6. Perceraian 

Menurut Pasal 38 Unang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 

suatu perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian 

b. Perceraian, dan 

c. Atas keputusan pengadilan 

Penelitian tugas akhir ini akan berfokus kepada putusnya 

perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yang dilakukan oleh orang islam 

yang kemudian tunduk kepada hukum islam. Banyak faktor yang 

menyebabkan suatu perkawinan putus sehingga terjadi perceraian. Namun, 

apapun fakor atau penyebab terjadinya perceraian akan menimbulkan beberapa 

akibat seperti hak asuh anak dan juga harta Bersama yang diperoleh selama 

perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan tidak dapat dipisahkan dalam 

perceraian.  

Penelitian tugas akhir ini, penulis hanya berfokus kepada harta 

Bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan sebagai akibat dari 

perceraian. 

Pasal 36 Unang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan harta 

benda setelah putusnya perkawinan sebagai berikut: 

1) Mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak 
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2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  

Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan berserta 

penjelasannya mengatur akibat hukum perceraian terhadap harta Bersama 

diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, 

hukum adat, dan hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 37 dan Penjelasannya 

maka penulis dapat menyimpulkan pembagian harta Bersama tersebut dibagi 

berdasarkan hukum yang disepakati atau yang dianut oleh para pihak dengan 

tetap mempertimbangkan keadilan. 

  

PERKAWINAN 
UU NO.1/1974 jo. UU NO. 

16/2019  
KOMPILASI HUKUM ISLAM 
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F. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian hukum ini, penulis menjadikan bidang ilmu hukum 

sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian 

hukum normatif. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau 

hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

SUAMI 

HARTA BENDA DLM PERKAWINAN  
1. UNDANG-UNDANG NO.1/1974 

2. KOMPILASI HUKUM ISLAM 

ISTRI 

CERAI (TALAK/GUGAT) 

PEMBAGIAN HARTA BRSAMA 
 

HARTA BERSAMA 
1. HAK CIPTA UU NO. 28/2014 

2. HAK ATAS MEREK UU No. 20/2016 
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berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.20penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

perjanjian serta doktrin (ajaran).21 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian berfokus kepada konsep harta bersama atau harta 

perkawinan menurut hukum islam, hak cipta dan hak atas merek sebagai hak 

kebendaan. Kemudian penulis akan mengkaji penyelesaian pembagian hak cipta 

dan hak atas merek sebagai harta bersama berdasarkan sifat kebendaan dari hak 

cipta dan hak atas merek tersebut. 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan 

antara lain: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan hakim.22 

                                                           
20Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Kencana Prenada Media Group: Jakarta,2016), hlm 124. 
21Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, cetakan kelima, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019), hlm 34. 
22Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group: 

Jakarta,2011), hlm 141. 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis 

4) Kompilasi Hukum Islam 

b) Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer23, yang terdiri dari atas :  

a) Hasil-hasil penelitian mengenai hak cipta dan hak atas merek sebagai hak 

kebendaan dalam islam dan harta bersama dalam perkawinan; 

b) Jurnal-jurnal serta ditambah makalah-makalah yang berkaitan dengan hak 

cipta dan hak atas merek sebagai hak kebendaan dalam islam dan harta 

bersama dalam perkawinan; 

c) Buku-buku mengenai hukum perkawinan, hukum islam, hak kekayaan 

intelektual, hak cipta, hak atas merek dan buku-buku lainnya yang terkait; 

d) Artikel-artikel di surat kabar, majalah dan media Internet.

                                                           
23Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Alfabeta: 

Bandung, 2013), hlm 67. 
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4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum  

Bahan hukum yang telah terkumpul belum memberikan jawaban 

atas permalahan yang diteliti. Peneliti belum dapat menarik jawaban serta 

ksimpulan yang benar atas permasalahan karena bahan hukum tersebut masih 

mentah.  Oleh karena itu diperlukan pengolahan bahan hukum tersebut.  

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data atau bahan 

hukum sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun 

secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan 

analisis. Pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan 

bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, 

kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan 

menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal 

tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara 

bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan 

gambaran umum dari hasil penelitian.24 

Kemudian bahan hukum yang telah diolah tersebut disajikan dalam 

bentuk deskripsi dan kemudian dijelaskan melalui kalimat atau paragraf yang 

akan dianalisis pada tahap berikutnya. 

 

                                                           
24Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian….op.cit, hlm 180-181. 
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5. Analisis atau Pembahasan 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data 

merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan 

daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan 

metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan 

melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang 

bagaimana yang diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada 

sudah tersimpul kearah mana analisis data yang seharusnya dilakukan dan ini 

memerlukan ketajaman berpikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak 

sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka 

akibatnya sangat fatal.25 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan 

teknik deskriptif. Teknik analisis dekriptif yang dimaksud bahwa peneliti 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas 

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.26 

Teknik analisis deskriptif dipergunakan dalam menganalisa karena teknik 

deskriptif adalah teknik dasar yang tidak dapat dihindarkan penggunannya. 

Deskriptif berarti menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan konsep atau teori hukum kemudian setelah dianalisis ditarik 

kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. 

 

                                                           
25Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,Cetakan Pertama,(Sinar 

Grafika: Jakarta, 1991), hlm 77. 
26 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian….op.cit,hlm 183. 
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BAB II 

KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM 

PERKAWINAN 

A. HARTA KEKAYAAN 

Harta dalam Al-Qur’an disebut sebagai “al-mal”. Pengertian al-mal 

dalam Al-Qur’an juga berarti harta benda, kekayaan atau hak milik. Inti makna 

harta adalah:1  

a. Dapat disimpan untuk dimiliki 

b. Dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal (Wahbah az-Zuhaili, al-

Fiqih, IV: 40) 

Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut 

dengan al-mâl yang berarti condong, cenderung, miring, suka, atau senang.2 

Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Sedangkan secara 

terminologis ada beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, harta adalah 

segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.3  

Adapun konsep harta yang berkembang di kalangan jumhur fuqaha 

mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah: “sesuatu yang naluri 

manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahterimakan dan orang lain 

terhalang mempergunakannya”. Pengertian tersebut mengisyaratkan 

                                                           
1 Fuad Zein, Buku Ajar Fiqih Mu’amalah (Hukum Bisnis Islam), Ierpro Kreasindo, 

Yogyakarta, hlm 8. 
2 M.Musyafa, “Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Islam”, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 

1, Januari 2013 hlm 42 dikutip dari A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997), Edisi II, hlm. 1372. 
3Ibid. 
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pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada materi melainkan juga 

manfaat.4 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala 

sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya 

berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam 

Syâfi‘î mengatakan bahwa al-mâl dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan 

bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.5 

Menurut Wahbah al-Zuhaylî, harta atau kekayaan (mâl) didefinisikan dengan 

segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh 

manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat.6 

Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, unsur ‘aniyah 

dan unsur ‘urf: yang dimaksud dengan unsur ániyah ialah bahwa harta itu ada 

wujudnya dalam kenyataan (á’yan) maka manfaat sebuah rumah yang 

dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik atau hak. Unsur ‘urf 

ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian 

manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan 

manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma’nawiyah.7 

Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai 

mâl/harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa 

memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan 

                                                           
4Ghufron A.Mas’adi, M.Ag, Fiqh Muamalah Kontekstual, cetakan pertama, 

(PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta,2002), hlm 11. 
5M.Musyafa, Loc.cit. 
6 Ibid. 
7Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,  cetakan pertama, (PT Raja Grafindo Persada: 

Jakarta,2011), hlm 11-12. 
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kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara 

materi maupun imateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggaman 

kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki 

maka tidak bisa dikatakan sebagai harta.8  

Secara fungsional, harta memiliki fungsi khusus dan fungsi umum. 

Khusus, pemilik dapat menggunakan, memperlakukan dan orang lain tidak 

berwenang terhadap harta itu kecuali ada ijin dari pemilik. Umum, dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.9  

Hak atas harta bagi perorangan diperoleh melalui:10    

a. Usaha 

b. Warisan 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. pinjaman 

Macam-macam harta sebagai berikut:11 

1. Dilihat dari sudut perlindungan dan pemanfaatannya: mutaqawwin dan 

ghairu mutaqawwim. 

2. Dilihat dari segi kemungkinan dapat dipindahkan: iqar (harta tidak 

bergerak) dan manqul (harta bergerak) 

3. Dilihat dari segi padanan harta sejenis di pasaran, ada 2 (dua) macam: yaitu 

misli = biasanya, yang berarti dapat ditimbang, ditakar, diukur dan dihitung. 

                                                           
8 M.Musyafa, Loc.cit 
9 Fuad Zein, Loc.cit. 
10Ibid.hlm 9. 
11Ibid. hlm 10-12. 
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Sedangkan qimi = sesuatu yang sulit didapat padanannya di pasaran. Cara 

ganti rugi misli dan qimi yaitu: misli dengan mengganti harganya atau 

barang yang sama. Sedangkan qimi dengan mengganti nilainya. 

4. Dilihat dari segi pemanfaatannya: isti’mali yaitu dapat diambil manfaatnya 

berkali-kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zat tidak 

berkurang nilainya. Istihlaki yaitu harta yang menurut kebiasaan hanya 

dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zat dan berkurang nilainya.. 

Istihlaki terdiri dari 2 (dua) yaitu haqiqi yang berarti benar-benar habis 

sekali pakai dan huquqi yang berarti secara hukum bersifat habis sekali 

pakai, meskipun bendanya masih utuh. 

Konsekuensi hukum dalam obyek transaksi yaitu: 

a. Isti’mali yaitu dapat dijadikan obyek akad yang dapat mendatangkan 

keuntungan material, contoh: ijarah, sedangkan  

b. Istihlaki dalam ijarah yaitu mentasharufkan manfaat barang untuk tujuan 

tolong menolong (ariyah) pengambilan manfaat tanpa imbalan. 

 

5. Dilihat dari segi status/kedudukan harta  

a. Al-mamluk (harta yang dimiliki) baik milik pribadi/badan hukum 

(organisasi kemasyarakatan, negara, dsb) 

b. Al-mahjur yaitu harta yang telah dikhususkan untuk kepentingan umum 

seperti: jalan, masjid, makam dan barang wakaf.  

c. Al-mubah (harta yang tidak dimiliki) seperti sumber mata air, hewan 

buruan. 



 

33 

 

6. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya 

a. Al-ashl (harta pokok): harta yang menghasilkan, seperti: tanah, 

pepohonan dan hewan 

b. Ats-tsamr (harta hasil): buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti: 

sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, susu dari sapi dan kambing. 

7. Dilihat dari segi pemiliknya 

a. Harta khas: harta pribadi, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa 

disetujui pemiliknya; 

b. Harta ‘am: harta milik umum (bersama) yang boleh diambil 

manfaatnya. 

8. Dilihat dari segi bisa dibagi atau tidaknya 

a. Harta yang bisa dibagi (mal qabil li al-qismah): harta yang jika dibagi 

tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang seperti: beras, tepung 

dll 

b. Harta yang tidak bisa dibagi (mal ghair qabil li al-qismah): apabila 

dibagi rusaklah manfaatnya seperti: mesin, meja, kursi, dll. 
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9. Dilihat dari segi bentuknya 

a. Harta ‘ain: harta yang berbentuk benda seperti, rumah, pakaian, mobil, 

dll 

b. Harta dain: sesuatu yang berada dalam tanggungjawab, uang yang 

berada dalam tanggungjawab seseorang. 

 

B. STATUS HARTA DALAM PERKAWINAN 

Harta kekayaan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup suatu 

keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Kebutuhan harta benda 

dalam suatu keluarga tidak hanya untuk pengembangan diri suami dan istri 

tetapi juga untuk kepentingan anak-anak.  

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling 

mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

mengatakan bahwa: “setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, 

keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda 

sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan 

merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-

istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga hukum harta perkawinan itu 

sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bukan 

sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII 
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Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam 

perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan 

menentukan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama” dan “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

hal lain”.12 

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas 

memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik 

secara pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, 

perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami 

atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri 

selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang 

Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau 

istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama 

sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkupnya agar 

tidak terjadi kerancuang dan benturan hak milik antara keduanya.13 

Undang-Undang Perkawinan mengenai 3 (tiga) macam harta, yaitu: 

Pertama, harta brsama; Kedua, harta bawaan; dan Ketiga harta perolehan. 

                                                           
12 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, 

Cetakan Kedua, (PT.Rajagrafindo Persada: Depok, 2017), hlm 84 
13Ibid. hlm 85 
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Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 (dua) orang 

yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah.14 

Kedudukan harta benda dalam perkawinan diatur dan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Perkawinan 

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) 

mencantumkan 2 jenis harta benda dalam suatu perkawinan yaitu: 

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bnda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau arisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam satu keluarga 

mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Menurut J.Satrio 

menyatakan bahkan pada asasnya di sini, di dalam satu keluarga terdapat 

lebih dari satu kelompok harta.15 Menurut Undang-Undang Perkawinan 

kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah sebagai berikut: 

a) Harta bersama; 

b) Harta pribadi bisa berupa harta bawaan suami, harta bawaan isteri, harta 

hibahan/warisan suami dan harta hibahan, warisan isteri. 

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

menjelaskan harta dalam perkawinan sebagai berikut: 

                                                           
14 Ibid.hlm 87 
15 J.Satrio,Hukum Harta Perkawinan, Cetakan Kedua, (PT.CITRA ADITYA BAKTI: 

Bandung, 1993), hlm 188 
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a) Harta bersama 

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan 

harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri sepanjang 

perkawinan saja. Hal tersebut berarti harta yang diperoleh selama 

tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan 

tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara 

mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan 

demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) 

perkawinan terletak di luar harta bersama.16 

Ketentuan tersebut di atas tak menyebutkan dari mana atau 

dari siapa harta tersebut berasal, sehingga J.Satrio menyimpulkan bahwa 

yang termasuk dalam harta bersama adalah:17 

a) Hasil dan pendapatan suami 

b) Hasil dan pendapatan isteri 

c) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, 

sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal 

kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. 

b) Harta Pribadi/Harta Bawaan 

Harta Pribadi suami/isteri menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan, dapat dibedakan menjadi: 

a) Harta bawaan yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan 

                                                           
16Ibid,hlm 189. 
17 Ibid. 
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b) Harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah/warisan 

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan 

terkait harta pribadi/harta bawaan tersebut. Namun, J.Satrio memberikan 

pengertian yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang 

dibawa oleh suami/isteri sebelum perkawinan itu terjadi.18 

Berdasarkan Undang Undang Perkawinan dapat disimpulkan 

bahwa harta yang diperoleh pada saat atau sejak peresmian perkawinan 

sampai perkawinan tersebut putus karena cerai (mati) maupun cerai 

(hidup) adalah harta bersama walaupun dalam Undang-Undang 

Perkawinan tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu 

berasal, apakah dari pendapatan suami saja atau isteri saja ataupun 

pendapatan yang diperoleh dari harta pribadi masing-masing suami-

isteri.  

2) Kompilasi Hukum Islam 

Selain Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang 

harta benda perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur 

dalam Pasal 1 huruf (f) yaitu “harta kekayaan dalam perkawinan atau 

syirkah adalah harta yang diperoleh hak sendiri-sendiri atau bersama 

suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlansung selanjutnya 

disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 

siapapun”. 

                                                           
18Ibid,hlm 194. 
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Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan 

sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka 

diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa 

harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah 

antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan 

yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah 

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi 

semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.19 

Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad tidak menjelaskan 

secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan 

perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya dan juga tidak menjelaskan 

secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan 

perkawinan itu menjadi milik bersama. Ini berarti bahwa keberadaan 

harta benda dalam perkawinan merupakan persoalan yang perlu 

dijelaskan oleh para ahli hukum islam dengan metode ijtihad, yaitu 

penggunaan akal pikiran manusia yang mampu menalar yang harus 

sesuai dengan dan bersumber dari jiwa hukum islam.20 

Hukum islam menurut penjelasan Hazairin, tidak mengatur 

tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, 

yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita 

dan maskawin ketika perkawinan berlangsung. Dalam Alquran ada ayat 

                                                           
19Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan ke empat, 

(Kencana: Jakarta, 2014), hlm 109. 
20Syarifuddin, dkk, “Hukum Perceraian”, Cetakan Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 

2014), hlm 414. 
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yang menyatakan: “…bagi pria dari apa yang mereka usahakan dan 

bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. Ayat 

tersebut bersifat umum, tidak ditujukan terhadap suami atau isteri, jadi 

bukan ditujukan kepada suami isteri saja, melainkan semua pria dan 

semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, 

maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan 

dikuasai oleh pribadi masing-masing.21 

Istri, menurut hukum islam sebagaimana dijelaskan oleh 

Soemiyati adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh 

suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam 

hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk 

hidupnya kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu 

dari si suami, misalnya perhiasan-perhiasan atau alat-alat rumah tangga 

yang lainnya umumnya langsung dipakai oleh pihak isteri. Ketentuan ini 

berlaku apabila yang berusaha/bekerja mencari nafkah hanya suami saja, 

sedangkan isteri tidak ikut sama sekali.22 

Lebih lanjut soemiyati menjelaskan bahwa apabila keperluan 

rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara isteri dan suami, 

maka “dengan sendirinya” harta yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian 

suami atau isteri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid.hlm 416. 
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mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau 

usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak 

adalah seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya daripada 

isterinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak isterinya, 

demikian sebaliknya apabila usaha isteri lebih besar daripada usaha si 

suami, maka haknya atas harta bersama juga lebih besar daripada 

suaminya. Jadi harta bersama menurut hukum islam dalam pemahaman 

Soemiyati ini, terjadi dengan sendirinya, apabila keperluan rumah tangga 

diperoleh karena usaha bersama antara isteri dan suami.23 

Pasal 85 KHI mengatur bahwa adanya harta bersama dalam 

perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami-isteri yang kemudian dilanjutnya dalam Pasal 86 KHI 

yang mengatur sebagai berikut: 

a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 

isteri karena perkawinan 

b) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, 

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 

penuh olehnya. 

Kemudian terkait harta bawaan masing-masing suami-isteri 

diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut: 

a) Harta bawaan masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 

                                                           
23 Ibid. 
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bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain dalam perjanjian kawin. 

b) Suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, badiah, sodaqoh atau 

lainnya. 

Pasal 91 KHI menentukan bahwa harta bersama dapat berupa 

benda berwujud dan benda tidak berwujud sebagai berikut: 

a) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa 

benda berwujud atau tidak berwujud 

b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 

benda bergerak dan surat-surat berharga 

c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban 

d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 

pihak atas persetujuannya 

Menurut Ahmad Rofiq, menyatakan bahwa adanya perumusan 

Pasal tersebut merupakan modernitas dari KHI.24 Dengan demikian 

pengertian harta kekayaan menjadi lebih luas, tidak hanya barang-barang 

secara material dapat dikonsumsi. Hal itu menunjukkan bahwa KHI 

sudah mengantisipasi problematika perekonomian modern dan bisa 

menjawab perkembangan zaman yang terus meningkat dari waktu ke 

                                                           
24 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, (PT.Raja Grafindo 

Persada: Jakarta, 1997). 
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waktu. Dalam hukum islam terdapat ketentuan, bahwa seseorang yang 

bersuami dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum dengan tidak harus meminta bantuan atau kuasa dari suaminya, 

demikian pula mengenai harta benda milik isteri itu.25 

Hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik 

suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak bebas mengatur 

harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur 

tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu 

pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta 

milik pribadi suami isteri tersebut. Ketentuan hukum islam tersebut 

sangat realistis, karena kenyatannya percampuran hak milik suami isteri 

menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan 

sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun 

hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-

masing ke dalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya 

saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta pribadi 

tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat 

merusak hubungan suami isteri yang menjurus kepada perceraian. 

Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hak yang tidak diharapkan, maka 

hukum islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum 

pernikahan dilaksanakan perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta 

                                                           
25 Djoko Prakoso, “Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bina Askara, Jakarta: 

1987). 
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milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula 

ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-

masing suami isteri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya 

penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami isteri. 

Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian 

itu adalah sah dan harus dilasanakan.26 

Harta bersama ini akan menjadi lenyap, jika karena dengan 

adanya perjanjian kawin, pada waktu sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang 

pihak ketiga tersangkut (eks Pasal 29 UU No.1/1974). Sedangkan tujuan 

pemisahan harta benda perkawinan itu adalah jelas, hal ini memberikan 

suatu upaya agar supaya antara suami istri atau sebagai upaya memberi 

keseimbangan antara suami istri atau sebagai upaya memberi 

keseimbangan antara suami-istri yang kadang si suami lebih dominan 

(bersifat menguasai).27 

Perjanjian kawin adalah perjanjian, mengenai harta atau 

mengenai beheer atas harta. Dengan demikian perjanjian kawin baru 

perlu, kalau calon suami-isteri, pada saat akan menikah memang telah 

                                                           
26 Abdul Manan, Loc.cit. 
27 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan pertama, Sinar Grafika: 

Jakarta, 1992), hlm 74 . 
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mempunyai harta atau selama perkawinan mengharapkan (melihat 

kemungkinan) didapatnya harta.28 

Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu popular karena 

mengadakan suatu perjanjian, mengenai harta antara calon suami dan 

isteri, mungkin dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai tidak/kurang 

percaya dari pihak yang satu trhadap yang lain dan bahkan dapat 

dianggap menyinggun perasaan.29 

Selanjutnya perlu diingat, bahwa Hukum adat (dan juga 

Undang-Undang Perkawinan) menganut asas yang berbeda, sehingga 

untuk terpisahnya harta yang dibawa suami/isteri dari harta bersama 

tidak perlu ditempuh melalui perjanjian perkawinan, tetapi memang 

demikian itu asasnya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum 

adat, jadi terjadi demi hukum.30 

Perjanjian kawin merupakan salah satu cara yang diberikan 

Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan penyimpangan dalam 

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (20. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dapat 

dikesampingkan dengan adanya Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan 

yaitu: 

a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 

pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 

yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah nama 

                                                           
28 J.Satrio, Hukum Harta……….op.cit ,hlm 147. 
29 Ibid. 
30 Ibid,hlm 148. 
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isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut. 

b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan 

c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 

d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

e) Perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan selama perkawinan 

berlangsung.31 

Menurut Subekti perjanjian perkawinan sebagai suatu 

perjanjian mengenai harta benda suami maupun isteri dimungkinkan 

untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari atas atau 

pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.32 

Bentuk dan isi perjanjian perkawinan sebagai berikut:33 

a. Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi 

Maksud terkandung di dalam perjanjian persatuan untung 

dan rugi ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan 

milik mereka, baik berupa kekayaan pribadi bawaab maupun hadiah-

hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan 

                                                           
31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan. 
32 R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Intermasa: Jakarta, 1994), hlm 9. 
33 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif dan 

Fiqih, Cetakan Pertama, (CV MITRA UTAMA: Yogyakarta, 2011), hlm 183-184. 
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atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang, seperti warisan, 

hibah dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari 

tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta 

bersama. Begitu juga sebaliknya, semua kerugian yang diderita dalam 

memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri 

menjadi kerugian dan beban bersama. 

b. Perjanjian persatuan hasil pendapatan 

Perjanjian persatuan hasil pendapatan ialah perjanjian antara 

sepasang calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan 

(hasil dan pendapatan) saja.  

c. Perjanjian ta’liq thalaq 

Isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata untuk 

mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri, secara langsung 

dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat.34 

Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan 

menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan hukum, 

agama dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian 

perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh undang-

undang nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk 

mengadakan prjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan 

                                                           
34Ibid, hlm 187. 
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ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII 

Kompilasi Hukum Islam.35 

Oleh karena itu, suami istri yang membuat pemisahan harta 

dalam bentuk perjanjian kawin, maka masing-masign suami istri akan 

mendapatkan kembali harta pribadinya dan separuh dari harta bersama 

selama perkawinan. 

Terpisahnya harta suami-istri itu memberikan hak yang sama 

bagi istri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan 

kebijaksanaannya masing-masing.36 

Di dalam hukum islam pun dasarnya harta suami dan istri 

terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperolehnya 

oleh salah seorang suami-istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun 

harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah, hibah 

ataupun warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan.37 

C. HARTA PERKAWINAN 

Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, 

motor, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah dan lain-lain) 

yang diadakan selama dalam masa perkawinan yang tidak termasuk dalam 

harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-

masing yang disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan ini akan menjadi 

milik masing-masing suami atau isteri itu sendiri, kecuali dinyatakan secara 

                                                           
35 Ibid. 
36 Soedaryo Soimin, Hukum Orang……….op.cit,hlm 75 
37 Soedaryo Soimin, Loc.cit. 
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tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta bawaan akan dimiliki sebagai 

harta bersama. Jadi sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan 

berlangsung, berlaku percampuran harta kekayaan suami dan isteri, baik harta 

bergerak dan tak bergerak, baik yang sekrang maupun yang kemudian ada.38 

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan cara 

mendapatkan harta bersama sebagai berikut:39 

a) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat 

mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti 

bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam alasan pengajuan 

gugatan. Pembagian harta bersama disebutkan dalam tuntutan. 

b) Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, 

artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam 

gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah 

tempat tinggal isteri. Untuk yang beragama non islam gugatan pembagian 

harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”. 

Percampuran harta bersama ini dipahami dari sebuah pemahaman 

bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuka keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal 

ini berarti bahwa antara suami-isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang 

meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang tampak dari luar atau ikatan 

                                                           
38 Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh 

Anak, Cetakan Pertama, (Pustaka Yustisia: Jakarta Selatan, 2016), hlm 143. 
39 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati,Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan 

Pertama, (PT.Rambang: Palembang, 2006), hlm 127. 
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terhadap/atas dasar benda tertentu yang mempunyai terwujud, tetapi meliputi 

ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami-isteri bersatu, 

baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.40 

Perjanjian percampuran khusus untuk harta yang diperoleh selama 

perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta 

kekayaan suami isteri, apabila dalam kenyatannya bersatu dalam mencari 

hidup. Mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, 

tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. 

Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami, tetapi kalau isteri tidak dapat 

menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha si suami pun 

tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga 

banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami 

isteri.41 

Lebih lanjut, terdapat penjelasan ilustratif dari Mohd. Idris Ramulyo 

bahwa bilamana isteri dari seorang suami hamil, kemudian melahirkan anak, 

sedangkan suami tidak turut mengandung anak yang dikandung isterinya itu 

dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak, tetapi anak tersebut tidak 

dapat dikatakan anak si isteri saja tentulah tidak, sebab anak itu adalah anak 

hasil dari perkawinan antara suami isteri, bahkan lazimnya lebih ditonjolkan 

nama suami atau ayah di belakang nama anak. Demikian pula halnya bilmana 

suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan 

                                                           
40 Adib Bahari, Tata Cara Gugatan…….op.cit, hlm 143. 
41 Syarifuddin, Hukum Perceraian, op.cit, hlm 418. 
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bahwa harta itu hanya harta suami saja, tentulah tidak, melainkan telah menjadi 

harta bersama suami isteri.42 

Berdasarkan penjelasan diatas, ada pendapat yang menyatakan 

bahwa Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur 

terjadinya harta bersama demi hukum dalam perkawinan, adalah tidak selaras 

dengan hukum islam, karena menuut hukum islam, harta bersama tidak terjadi 

dengan sendirinya, melainkan harus ada syirkah, sehingga jika tidak ada 

syirkah, maka tidak ada harta bersama. Sebaliknya ada pendapat yang 

memahami bahwa Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang 

Perkawinan yang mengatur terjadinya harta bersama demi hukum dalam 

perkawinan adalah selaras dengan hukum islam yang mengakui adanya harta 

bersama meskipun tidak tegas.43 

Para pakar hukum islam berbeda pendapat tentang dasar hukum 

harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagian mereka mengatakan 

bahwa agama islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur’an, 

oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. 

Pendapat ini dikemukakakn oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraoef 

serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum islam yang lain 

mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam tidak 

mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lainnya yang kecil-kecil 

saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. 

                                                           
42 Mohd. Idris Ramulyo Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bumi Aksara: Jakarta, 1999) hlm 232 dalam 

buku Syarifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cetakan Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), hlm 418 
43 Syarifuddin, Hukum Perceraian, op.cit, hlm 419 
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Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup 

pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, maka 

ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum 

islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T.Jafizham. Pendapat terakhir 

tersebut di atas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum islam. Di 

dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan 

yang tidak sah.44 

Abdul Manan, dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam 

di Indonesia, menyebutkan bahwa, dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta 

bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri 

selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain 

disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan 

syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan 

yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-

Quran surat An-Nisaa’ ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-

laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan pula.45 

Hukum islam tidak mengenal percampuran barang antara kekayaan 

suami dan kekayaan isteri. Hukum islam menganggap bahwa harta benda milik 

suami dan harta benda milik isteri satu sama lain adalah terpisah, dengan kata 

lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada 

                                                           
44 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum……….op.cit, hlm 109-110. 
45Ibid, hal 109. 
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waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. 

Demikian pula halnya dengan harta benda yang masing-masing peroleh selama 

berlangsungnya perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaannya 

atau sebagai penghibaan dari orang lain atau hasil dari pembeliannya dan lain-

lain sebagainya tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya 

bahwa si suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan si isteri dan demikian 

pula sebaliknya.46 

Harta Perkawinan menurut hukum islam disebut syirkah, yaitu cara 

penyatuan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur’an dan 

hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-

kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta 

bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.47 

Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai berikut: Syirkah 

merupakan kata yang berasal dari kata ‘isytirak’ yang berarti perkongsian, 

diartikan demikian, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk 

menjalankan modal”. Wahbah al-Zhuaili mendefinisikan syirkah secara 

Bahasa sebagai berikut: “syirkah adalah percampuran yaitu bercampurnya 

suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya”. 

48 

                                                           
46 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Keenam, (Sumur 

Bandung: Jakarta,1981), hlm 166. 
47 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Cetakan Kesatu, (Refika Aditama: 

Bandung, 2015), hlm 14. 
48Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, cetakan pertama, (PT.RajaGrafindo 

Persada: Jakarta), hlm 127. 
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Adanya perbedaan definsi syirkah di kalangan Ulama. Menurut 

Malikiyah, syirkah adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua 

anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan 

modal untuk berusaha. Menurut kalangan Hanafiyah syirkah merupakan istilah 

yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau 

bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan syafi’iyah, syirkah 

adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan 

mengembangkan modal. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa 

syirkah adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan 

sebuah usaha.49 

Berdasarkan definsi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah 

persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah 

usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua 

pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk emnjalankan 

modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian 

atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari 

usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan 

kesepakatan.50 

Berdasarkan kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi 

hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan 

suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam 

                                                           
49 Ibid.hlm 128 
50 Ibid. 
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harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara 

suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.51 

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri syarikatur rajuli fil hayati (kongsi) 

dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya 

syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas).52 

Terjadinya percampuran (syirkah) harta kekayaan suami dan isteri 

itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:53 

a. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan 

sebelum atau setelah berlangsung akad nikah, baik untuk harta bawaan 

masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi 

bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta perkawinan. 

b. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-

undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau isteri atau 

keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian adalah harta 

bersama atau harta syirkah dari suami-isteri tersebut. 

c. Di samping dengan cara tersebut, syirkah harta kekayaan suami-isteri 

tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami-

isteri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa 

perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi syirkah apabila dalam 

kenyataan. Mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.  

                                                           
51 Abdul Manan, Loc.cit. 
52 Hasby Ash-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), hlm 
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Perikatan syarikah atau syirkah berasal dari Bahasa Arab. Oleh 

karena itu masalah harta bersama suami isteri termasuk perkongsian atau 

syirkah, maka lebih dahulu akan dibahas macam-macam perkongsian para 

ulama yang akan diuraikan sebagai berikut:54 

a) Menurut Mazhab Hanafi 

Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah milik dan syarikah 

uqud. Syarikah milik adalah perkongsian akad atau perjanjian syarikah uqud 

adalah perkongsian modal, tenaga dan perkongsian modal tetapi sama-sama 

mendapat kepercayaan orang. 

b) Menurut Mazhab Maliki 

Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah 

muwafawadhah (perkongsian terbatas), syarikah inaan perkongsian 

terbatas), syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman 

(perkongsian kepercayaan, syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), 

dan syarikah mudharabah (perkongsian berdua laba). 

c) Menurut Mazhab Syafi’i 

Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan 

(perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah 

mufawadhah (perkongsian terbatas) dan syarikah wujud (perkongsian 

kepercayaan). 

d) Menurut Mazhab Hambali 

                                                           
54 H.A Damanhuri, HR, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama, 

Cetakan Pertama, (Mandar Maju: Bandung, 2007), hlm 40-44. 
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Syarikah dibagi dua, yaitu syarikah fil mall (perkongsian 

kekayaan) dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian). 

Harta bersama ini digolongkan kepada syirkah abdan dan 

muafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan 

alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama 

bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar 

harta simpanan untuk masa tua mereka. 55 

D. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKAWINAN 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property 

Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan 

intelektual manusia. WIPO (World Intellectual Property Organization), 

sebuah Lembaga internasional di bawah PBB yang focus pada masalah HKI 

memberikan definisi sebagai berikut:56 

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, litery and 

artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. 

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekayan intelektual merupakan 

kreasi pemikirian yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, symbol, nama, 

gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.57 

                                                           
55 Linda Firdawaty, Filosofi Pembagian Harta Bersama, 

https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-harta-bersama.pdf, hlm 

92 dikutip dari Ismail Miuhammad Syah, Pencaharian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari 

sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi 1984, hlm 282. 
56 Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, 

(SETARA PRESS,: Malang, 2017), hlm 1-2. 
57 Ibid, hlm 3. 

https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-harta-bersama.pdf
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Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Organization) yaitu perjanjian yang mengatur 

tentang ketentuan HKI di bawah WTO (World Trade Organization). Beberapa 

elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain;58 

a. Hak cipta (copyrights and related rights) 

b. Merek dagang (trade mark) 

c. Indikasi geografis (geographical indicators) 

d. Desain industry (industrial design) 

e. Paten (patent) 

f. Desain tata letak sirkuit terpadu (design of integrated circuits) 

g. Informasi tertutup (protection of undisclosed information) 

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan 

Intelektual dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri 

(www.dgip.go.id) yang salah satunya akan dibahas penulis dalam tesis ini 

hak atas merek, sebagai berikut: 

1. HAK CIPTA  

Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan 

manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif 

bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

                                                           
58 Ibid, hlm 4-5. 
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ciptaan dilah7irkan tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas 

deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan 

sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPs 

mengakui bahwa ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan 

ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu syarat keaslian atau originality, 

maksudnya adalah ciptaan mempunyai bentuk yang khas dan 

menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang 

bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi (alter 

ego) dari si pencipta (Damaian, 2003: 132). 

Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang 

dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak 

eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata 

atau berwujud (dalam literatur asing sering disebut fixation. Berikut ini 

akan diberikan contoh perbedaan ide dan perwujudan ide (fixation): 

a. Apabila seseorang mempunyai ide menulis cerita pengalaman pribadi 

dalam bentuk novel, maka cerita pengalaman tidak akan mendapatkan 

perlindungan, apabila tidak diwujdukan dalam bentuk tertulis (seperti 

novel atau karya lain yang bisa dilihat, dibaca atau didengar) 

b. Apabila seseorang penyanyi mempunyai ide menceritakan suasana 

Yogyakarta dalam bentuk lagu, suasana Yogyakarta adalah sesuatu 

yang biasa, namun apabila penyanyi menuangkan dalam bentuk lagu 



 

60 

 

dan bisa didengar, maka akan menjadi sebuah karya yang bisa 

dilindungi hak cipta. 

Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta tentang hak cipta di bidang 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian 

yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Untuk mempermudah 

memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan 

UU hak cipta adalah sebagai berikut: 

a. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra’ 

b. Berwujud atau bentuk nyata 

c. Bersifat asli (original). 

d. Bersifat khas dan pribadi 

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang 

diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dua macam, yaitu: 

a. Hak cipta (Pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang 

hak cipta 

b. Hak terkait atau neighbouring rights (Pasal 1 angka 5) meliputi: 

1) Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang 

secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menampilkan dan 

mempertunjukkan suatu ciptaan (angka 6). 

2) Producer fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama 

kali merekan dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan 
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perekaman suatu atau perekaman bunyi, baik perekaman 

pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7). 

3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik 

Lembaga penyiaran public, Lembaga penyiaran swasta, Lembaga 

penyiaran komunitas maupun Lembaga penyiaran berlangganan 

yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tangungjawabnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8). 

Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa 

terkait hak yang terdapat dalam Hak Cipta meliputi: 

a) Hak moral milik pelaku pertunjukan 

b) Hak ekonomi yang dimiliki pelaku pertunjukan 

c) Hak ekonomi produser fonogram 

d) Hak ekonomi Lembaga penyiaran 

a. Pencipta 

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan sebuah ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut 

pencipta adalah: 

1) Orang yang disebut dalam ciptaan 

2) Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan 

3) Orang yang disebutkan dalam surat penctatan ciptaan; 

4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. 
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5) Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang 

bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu: 

a) Orang perorangan 

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang 

(joint works), menurut Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang 

diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika 

ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan 

oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang 

merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui joint works 

diakui oleh semua phak (joint owners of the entire work) yang 

menyumbangkan karyanya (Utomo, 2010: 1978). 

b) Badan Hukum 

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh 

badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan 

hukum privat dan badan hukum public. Kepemilikan hak cipta oleh 

badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 Undang-

Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum 

melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas 

ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa 

menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dinggap sebagai 

pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta 

oleh badan hukum public dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 ayat 

(1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang 
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dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggal sebagai 

pencipta yaitu instansi pemerintah. 

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui 

penciptaannya, maka pemegang hak cipta adalah negara, 

sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 38 yang mnejelaskan bahwa 

hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan 

negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara 

ekspresi budaya tradisional. Berikut ini yang dimaksud dengan 

“ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi 

bentuk ekspresi sebagai berikut (penjelasan Pasal 38 ayat 1): 

1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk 

prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi 

psan, yang dapat berupa karya sastra ataupun informatif. 

2) Music, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau 

kobinasinya. 

3) Gerak, mencakup antara lain, tarian. 

4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan 

sandiwara rakyat. 

5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi 

yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kaya, 

bamboo, logam, bau keramik, kertas tekstil, dan lain-lain atau 

kombinasinya 

6) Upacara adat. 
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b. Ciptaan yang Dilindungi 

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa 

ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, yang meliputi: 

1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya 

3) Alat peraga yang ibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; 

5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; 

6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

7) Karya arsitektur; 

8) Peta 

9) Karya seni batik atau seni motif lain. 

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 

70 tahun setelah pencipta meninggla dunia, terhitung mulai tanggal 1 

Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan 

berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya 

adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.  

Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Hak 

Cipta atas Ciptaan: 
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1) Karya fotografi 

2) Potret 

3) Karya sinematografi 

4) Permainan video 

5) Program computer 

6) Perwajahan karya tulis; 

7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan program computer atau media lainnya; 

10) Kompilasi ekspresi budaya internasional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama 

kali ciptaan diumumkan. 

Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai 

jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait sebagai 

berikut: 

1) Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali 

dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media 

audiovisual 

2) Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak 

karya tersebut selesai direkan (difiksasi). 
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3) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran 

tersebut pertama kali disiarkan. 

 

c. Hak yang Dimiliki Pencipta 

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi 

menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan 

dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut 

UUHC. 

1) Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak 

untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya 

dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau 

dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta aaupun hak terkait 

telah dialihka. Hak moral diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 

(pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara 

historis, hak moral berasal dari tradisi droit d’auteur (perancis) yang 

melihat kreasi intelektuak sebagai sebuah perwujudan semangat atau 

jiwa dar pencipta. Sedangkan negara Anglo-saxon menganggap hak 

cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan 

sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi 

inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral 

di Negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Negara Eropa pada 

umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara 

Anglo-Saxon tidak seketat Negara Eropa Kontinental (WIPO-
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Copyright, 2005:16-17;Utomo, 2010: 89). Ada dua macam hak 

moral yaitu: 

a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (authorsip right atau 

paternity right) 

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta 

harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, 

diumumkan atau dipmaerkan di hadapan public, nama (Pasal 5 

ayat (1) huruf a dan b). 

b) Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the 

work). 

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan 

perubahan terhadap penciptaan yang berpotensi merusak 

reputasi pencipta. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC 

dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika 

terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, 

atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. 

Secara filosofis, hak moral sebenarnya ada terlebih dahulu 

dibandingkan dengan hak ekonomi, karena hak ekonomi hanya 

merupakan akibat lanjut dari hak moral. Hak moral itu tidak dapat 

dialihkan, walaupun pencipta telah meninggal dunia. Hal ini adalah 

konsekuensi dari “right to be identified as the author”. Peran ahli waris 
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hanyalah menjaga dan melaksanakan hak moral, bukan mengambil alih 

hak moral. 59 

Hak moral terdiri dari dua macam hak, yaitu hak maternitas 

dan hak integritas.60 

1. Hak Maternitas 

Hak maternitas atau maternity right adalah hak pencipta 

untuk diidentifikasi sebagai pencipta (right to be identified as the 

author). Mengapa hukum hak cipta memandang hak maternitas ini 

sebagai hak moral? Identifikasi antara pencipta dan karyanya dalam 

Konvensi Bern menunjukkan adanya “kesamaan” antara pencipta dan 

karyanya, karena ada “identifikasi” (right to be identified as an 

author, “iden”= sama) antara ciptaan dan pencipta. Maka nama 

menjadi penting sebagai identifikasi. 

Suatu identitas tak dapat dialihkan, termasuk pewarisan. 

Oleh karena itu Konvensi Bern sama sekali tidak mengatur pewarisan 

hak moral, karena ia bersifat melekat pada person pencipta. Konvensi 

Bern punya logika ontologis dengan menyebutkan adanya identifikasi 

antara ciptaan dan pencipta, artinya ciptaan is pencipta atau pencipta 

is ciptaan, maka dari itu, identitas tidak bisa diwariskan sebagaimana 

jati diri orang tidak bisa diwariskan. Hak moral tak dapat dialihkan, 

                                                           
59 Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta, Cetakan Pertama, (Setara Press: Malang, 

2017), hlm 40. 
60Ibid, hlm 41-47. 
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karena konsep hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 

yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia. 

 

2. Hak Integritas 

Hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya, hak 

ini tercantum dalam Pasal 6 bis Konvensi Berm, yang menyatakan 

bahwa “pencipta memiliki hak untuk keberatan atas modifikasi-

modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan 

ciptaan”. 

Hak atas integritas atau ha katas keutuhan karya sebagai 

bagian kedua dari hak moral berperan sebagai melindungi reputasi 

pencipta. Hak atass integritas dianggap sebagai hak moral yang 

berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi, 

untuk tindakan-tindakan yang merendahkan “honour or reputation” 

dari pencipta, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 bis Bern 

Convention. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas maka hak moral tidak dapat 

dialihkan sebagaimana hak ekonomi.  Hak moral tidak bisa direduksi 

menjadi hak ekonomi karena hak moral menjadi satu kesatuan dengan 

penciptanya. 

Konsep hak moral mengakui bahwa suatu ciptaan eksis atau 

hidup lebih dari hanya sekedar mendapatkan tempat di pasar secara 

ekonomi. Pada setiap ciptaan kreatif melekat kepribadian penciptanya 
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dan ekspresi pribadi khas penciptanya, yang eksis atau hidup 

bersamaan dengan kepentingan ekonomi penciptanya. Unsur 

kepribadian yang sangat melekat pada suatu ciptaan ini sifatnya abadi, 

berlangsung melebihi waktu seorang pencipta dapat menjual 

ciptaannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, hak moral dipandang 

sebagai perpanjangan dari pribadi pencipta tersebut, sehingga 

pencipta tersebut mempunyai hak control atas ciptaannya di kemudian 

hari tidak karena alasan ekonomi, tetapi karena alasan kepentingannya 

yang sangat pribadi.61 

Perlindungan hak moral sesuai dengan pandangan 

“Authors’ Rights” (Hak Pencipta). Ada dua pandangan yang berbeda 

berkaitan dengan peran ciptaan dan pencipta dalam masyarakat. 

Pertama, pandangan Authors’ Rights (Hak Pencipta) yang 

menyatakan bahwa ciptaan adalah perpanjangan dari kepribadian 

pencipta yang menciptakannya. Ciptaan tersebut terus merefleksikan 

penciptanya walaupun setelah ciptaannya dijual dan dipublikasikan. 

Karena hubungan yang sangat deka tantara pencipta dan ciptaannya, 

pencipta berhak untuk mendapatkan tidak hanya remunerasi finansial 

tetapi juga hak control terus menerus berkaitan dengan bagaimana 

ciptaannya digunakan. Seorang penulis lagu, misalnya, dapat menolak 

lagunya dimainkan dalam kampanye bagi seorang calon pejabat 

                                                           
61 M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, “Isu-Isu Hak Kekayaan Intelektual di 

Indonesia”, Cetakan Pertama, (Gajah mada University Press: Yogyakarta, 2017), hlm 8-9. 
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politik, atau penulis sandiwara dapat menolak sandiwaranya 

dipentaskan oleh pihak tertentu. Ahli hukum Perancis Bernard 

Edelman menyatakan: “Since the work embodies the author’s 

personality, harming it also attacks its creator”. Pandangan ini 

menunjukkan bahwa kepentingan pencipta sangat kuat, karena 

pencipta mempunyai hak untuk menulis kembali ciptaannya, menarik 

kembali ciptaan yang tidak lagi direkomendasikan penciptanya (atau 

karena penciptanya malu atau tidak nyaman) dari peredarannya di 

masyarakat dengan tujuan untuk melindungi reputasi pencipta.62 

Pandangan yang kedua, yakni “Copyright” (Hak Cipta), 

menyatakan bahwa tidak ada ciptaan tanpa masyarakat penonton 

(audience). Ciptaan merefleksikan dan menggerakkan budaya dan 

melekat secara kuat dalam masyarakat yang membesarkan dan 

mendidik penciptanya. Masyarakat tersebut mempunyai kepentingan 

dalam “warisannya” dan dapat menuntut kepentingannya yang 

berhadapan atau bersaing dengan kepentingan pencipta. Nilai ciptaan 

timbul dari kemampuannya untuk menginspirasikan, 

menginformasikan, menghibur dan menjelaskan kepada masyarakat. 

Pencipta berhak untuk mendapatkan hak-hak dari ciptaannya tidak 

hanya karena kepentingan dirinya sendiri, tetapi karena pencipta 

mengembangkan budaya di mana pencipta merupakan bagiannya, 

apabila memberikan hak-hak kepada pencipta akan meningkatkan 

                                                           
62 Ibid. 
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kepentingan public, maka hak-hak tersebut harus diberikan, sebaiknya 

apabila tidak, hak-hak tersebut harus tidak diberikan atau dibatasi. 

Tujuan hukum tertinggi adalah memperbesar atau meningkatkan 

kepentingan masyarakat; remunerasi dan royalty hanya diberikan 

kepada pencipta apabila pemberian itu akan mendukung tercapainya 

tujuan tersebut. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara hak-

hak pencipta dan hak-hak masyarakat. Pencipta membutuhkan hak-

hak agar rasa takut terhadap pembajakan tidak menurunkan minatnya 

untuk membuat ciptaan baru, tetapi hak-hak pencipta tersebut tunduk 

kepada pembatasan-pembatasan, seperti “fair use”, lisensi wajib, dan 

lain sebagainya. Hak-hak pencipta harus mempunyai jangka waktu 

yang cukup untuk menjamin pencipta mendapatkan kompensasi, 

tetapi jangka waktu tersebut tidak boleh menyebabkan masyarakat 

kehilangan kemanfaatan dari akses mereka kepada ciptaan tersebut.63 

Baldwin menjuluki pandangan pertama sebagai “Author’s 

Rights” (Hak Pencipta) dan pandangan kedua sebagai “Copyright” 

(Hak Cipta). Beberapa perbedaan antara keduanya diantaranya: Hak 

Pencipta lahir secara alamiah, sedangkan hak cipta lahir karena 

hukum positif, dalam Hak Pencipta, perlindungan kepada pencipta 

kuat, sedangkan dalam Hak Cipta perlindungan kepada pencipta 

moderat; jangka waktu Hak Pencipta adalah Panjang atau abadi 

sedangkan jangka waktu Hak Cipta terbatas; tujuan hak pencipta 

                                                           
63 Ibid, hlm 9-10. 
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adalah kualitas ciptaan sedangkan tujuan Hak Cipta adalah 

ketersediaan ciptaan bagi masyarakat; Hak Pencipta sukar dipisahkan 

dari pencipta, sedangkan hak cipta mudah dpisahkan dari pencipta; 

dasar filosofis hak pencipta adalah Romanticism sedangkan dasar 

filosofis Hak Cipta adalah postmodernism; dan lain sebagainya.64 

Karena dalam Hak Pencipta perlindungan kepada pencipta 

kuat, maka Hak Pencipta sangat mendukung perlindungan hak moral 

pencipta yang sebagaimana tersebut di atas, meliputi: hak atribusi (the 

rights of attribution and non-attribution), hak integritas (the rights of 

integrity), hak penyingkapan (the rights of disclosure) dan hak 

penarikan kembali (the rights of withdrawal or repenting). Bahkan, 

hak pencipta mendukung hak moral yang berbau hak ekonomi, yakni 

hak pencipta untuk mendapatkan royalti setelah ciptaannya dijual 

kembali (the resale royalty rights atau the droit d suite). Hak ini sangat 

penting untuk ciptaan seni murni yang nilainya meningkat dari waktu 

ke waktu.65 

2) Hak Ekonomi 

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari 

ciptaannya atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk 

                                                           
64 Ibid. 
65 Ibid, hlm 10-11. 
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mengumumkan dan atau memeperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi 

meliput (Djumhana dkk 1993: 51-54): 

a) Hak penerbitan (publishing right) 

b) Hak penggandaan (reproduction right) 

c) Hak penyebarluasan (distribution right) 

d) Hak adaptasi (adaptation right), meliputi hak penerjemahan, hak 

dramatisasi, hak film. 

e) Hak atas remakan suara (mechanical right) 

f) Hak atas program siaran (broadcasting right) Indonesia mengatur 

hak ekonomi dalam Pasal 8 dan 9 UUHC. 

2. HAK ATAS MEREK 

Merek timbul dari setiap bentuk dan ukuran. Menurut hukum, 

setiap symbol yang dapat menjadi pembeda suatu barang atau jasa dapat 

dikatakan sebagai merek. Merek membedakan barang dan jasa antara 

yang satu dengan yang lainnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 

pada dasarnya setiap tanda yang membedakan baarang dan jasa suatu 

perusahaan bisa dianggap sebagai merek. Bahkan, nama perusahaan, jika 

memiliki daya beda, dapat dijadikan sebagai merek.66 

Pengertian merek menurut Undang-Undang Merek adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
66 Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, “Perbandingan Singkat Pelindungan Merek 

Belanda dan Indonesia”, Cetakan Pertama, (PT.ALUMNI:Bandung, 2018), hlm 10. 
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a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

b. Merek dagang merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang 

sejenis lainnya. 

c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau 

jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara Bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang/jasa sejenis lainnya. 

Menurut Sudargo Guatama, fungsi merek adalah “kebutuhan 

untuk melindungi produk yang yang dipasarkan dari berbagai tindakan 

melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi 

merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan 

pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu 

barang hasil produksi suatu perusahaan tidak cukup mempunyai 

kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek”.67 

Hak atas merek menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek 

(UMM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik 

                                                           
67 Sudargo Guatama, Hukum Merek Indonesia, (Citra Aditya Bakti:Bandung, 1989), 

hlm 34. 
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merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan 

izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 UUM). Menurut 

Pasal 35 ayat (1) UUM, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum 

untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu 

perlindungan itu dapat diperpanjang. 

Hak atas merek merupakan hak eksklusif, maka mempunyai 

sifat asli yang terdapat pada hak atas merek sebagai berikut:68 

a. Mempunyai jangka waktu terbatas. Dalam arti setelah habis masa 

perlindungan mereknya tersebut menjadi milik umum tetapi ada pula 

yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, 

misalnya hak merek. 

b. Bersifat eksklusif dan mutlak maksudnya bersifat eksklusif dan 

mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap 

siapapun. Yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik hak merek 

mempunyai suatu hak monopoli yaitu bahwa dia dapat 

mempergunakan haknya dengan melarang siapun tanpa 

persetujuannya membuat ciptaan/peneuan ataupun menggunakannya. 

Selain memiliki sifat sebagai suatu hak eksklusif, hak atas 

merek juga memiliki beberapa prinsip yaitu: 

                                                           
68 Ahmad Miru, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari undang-Undang Merek”, 

(Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm 12. 
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a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) hukum memberikan 

perlindungan seperti adanya rasa aman atas dilindungi dan diakui hasil 

karya pencipta. Hukum memberikan perlindungan tersebut dem 

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut.69 

b. Prinsip ekonomi (the economic argument) hak kekayaan intelektual 

merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya, dengan demikian 

seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk 

pembayaran royalty dan technical fee. Hak itu berasal dari kegiatan 

kreatif suatu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan 

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki 

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia.70 

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument) pengakuan atas kreasi 

karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak 

milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan 

ssebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu 

membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan 

ciptaan baru.71 

d. Prinsip social (the social argument) hukum tidak mengatur 

kepentingan manusia sebagai prseorangan yang berdiri sendiri, 

                                                           
69Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 20. 
70Ibid, hlm 21. 
71Ibid. 
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terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan 

manusia sebagai warga masyarakat.72 

Selain memiliki sifat sebagai suatu hak eksklusif, hak atas 

merek juga memiliki beberapa prinsip yang terdapat di dalam UUM. 

Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip-prinsip yang dianut 

oleh UUM: 

a. Prinsip first to file (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa 

pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang 

diakui sebagai pemegang merek. 

b. Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya 

kebingungan dan penyesatan (“confusion”/verwaring”) dengan suatu 

merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak 

ketiga. 

c. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya 

hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung 

dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding. 

d. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan 

permohonan perpanjangan oleh pemilik merek. 

e. Prinsip konstitutif, artinya ha katas merek hanya diberikan jika 

seseorang sudah mendaftarkan merek. 

f. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan 

apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip 

                                                           
72Ibid, hlm 22. 
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delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha. 

Mereka mengharapkaan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa 

dalam rancangan perubahan Undang-Undang merek ke depan, yang 

mana kepolisian dapat bertindaak langsung tanpa perlu menunggu 

laporan dari masyarakat (IPR Working Group Meeting On “Laws and 

Regulation” 14 Februari 2012 di Hotel JW. Marriot, Jakarta: 

penyelenggara oleh Dirjen HKI). Pada perubahan UUM yang terbaru 

masih menggunakan prinsip delik aduan (Pasal 103). 

Prinsip utama pada hak atas kekayaan intelektual, yaitu bahwa 

hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya 

tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan 

kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Sistem hak kekayaan 

intelektual berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:73  

                                                           
73 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual………..op.cit, hlm 

26-27. 
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a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice)  

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja 

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar 

memperoleh imbalan-imbalan tersebut dapat berupa materi maupun 

bukan materi. Seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui 

atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi 

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak 

menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu 

yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya menyangkut 

hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya 

itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan 

intelektualnya. 

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si 

penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar 

batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini 

mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak 

melakukan (omission) sesuatu perbuatan. 

b. Prinsip kebudayaan (the cultural argument) 

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada 

hakikatnya bertujuan untuk meungkikannya hidup, selanjutnya dari 

karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus 

menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian 
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maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan 

martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemashlahatan 

bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, 

karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik 

Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai 

perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan 

semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. 

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan 

bagi pemiliknya, dengan demikian seseorang akan mendapatkan 

keuntungan misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan technical 

fee. Hak itu berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya piker 

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 

bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang 

kehidupan manusia. 

c. Prinsip Sosial (the social argument) 

d. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan 

yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum 

mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, 

manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama 

terikat dalam 1 (satu) ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak 

apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan 

atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan 
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semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau 

persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh 

karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, 

persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh 

masyarakat akan terpenuhi.74 

Pembagian merek menurut UUM ada dua yaitu (Pasal 2 ayat 

2): 

a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang 

sejenis lainnya. Contoh: KFC, Yamaha, Tupperware, dll. 

b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejens 

lainnya. Contoh: BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa 

transportasi), dll. 

Selain dua jenis merek yang dikenal di dalam UUM, ada juga 

yang disebut dengan Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada 

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri 

umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara Bersama-

                                                           
74 Soenarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan pertama, 

(Binacipta: Bandung, 1982: 124) dalam bukunya Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, “Hak 

Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) Edisi Revisi”, Cetakan Ketiga, 

(PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung: 2003), hlm 27. 
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sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya 

(diatur juga di dalam Pasal 1 UUM). Contoh Melinda Collective Marks, 

merek ini digunakan oleh 5200 anggota dari 16 kopersi yang beroperasi 

di Valle di non dan Valle di Sole, Italia. (WIPO Trade mark, 2006: 15-

16, Utomo, 2010: 211). 

Pihak yang berhak atas merek ditentukan berdasarkan sistem 

yang dianut masing-masing negara. Sistem-sistem tersebut yang dikenal 

ada 2 (dua) yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem 

konstitutif adalah hak eksklusif suatu merek tercipta atau diperoleh 

karena pendaftaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif 

adalah hak eksklusif atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian 

pertama walaupun tidak didaftarkan. Sistem deklaratif pernah digunakan 

dalam hukum merek di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Merek 

tahun 1961 yaitu Pasal 2 ayat (2) sedangkan system konstitutif diterapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan kemudian diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yaitu pada Pasal 1 angka 

5 tentang pengertian ha katas merek dan Pasal 3.75 

Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem 

konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek 

yang menyatakan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah dilakukan 

                                                           
75Suyud Margono, Pembaharuan Perlndungan Hukum Merek, Cetakan Pertama, 

(CV.Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, 2002), hlm 29. 
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pendaftaran”. Oleh karena itu, pihak yang mereknya terdaftar dalam 

daftar umum merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. 

Sistem ini akan lebih mudah mnjamin kepastian hukum. 

Kepastian hukum berupa keuntungan kepada pendaftar 

(pemilik/pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran dan 

diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas 

merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang 

bersangkutan.76 

Kepemilikan hak atas merek dapat dilihat berdasarkan 

pendaftaran merek tersebut. Pendaftaran merek berguna dalam 

pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa merek. Setelah merek 

didaftarkan, maka pemilik merek akan mendapatkan sertifikat. jika 

dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan maka merek tersebut 

tidak mendapatkan perlindungan hukum.  

Penggunaan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain tanpa 

izin pemilik atau pemegang hak merek tentu merugikan yang mana 

seharusnya pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut mendapatkan 

hak ekonomi. Oleh karena itu penggunaan merek orang lain yang telah 

terdaftar dapat ditempuh dengan cara lisensi merek. Lisensi merek tidak 

akan menghilangkan hak ekonomi pemilik atau pemegang hak atas 

merek tersebut.  

                                                           
76Ibid, hlm 32. 
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Hak merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan 

hukum oleh negara sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 3 UUM bahwa 

hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

pemilik merek. Namun jangka waktu kepemilikan hak merek memiliki 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka 

waktu tersebut dapat diperpanjang. Hal tersebut sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28 UUM yaitu “merek terdaftar mendapat perlindungan 

hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan 

dan jangka waktu perlindungn itu dapat diperpanjang”. Mengenai 

perpanjangan waktu perlindungan merek diatur dalam Pasal 35 UUM 

yaitu bahwa pemilik merek terdafta diatur dalam Pasal 35 UUM yang 

menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan 

perpanjangan tersebut diajukan kepada direktorat Jenderal HKI secara 

tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya, dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek 

terdaftar tesebut.  

Permohonan perpanjangan waktu perlindungan hak merek 

tersebut dapat disetujui apabila merek tersebut masih digunakan pada 

barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. 

Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga 

dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal yang ditandai dengan 

pemberitahuan tertulis kepada pemiliki merek atau kuasanya disertai 
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alasan penolakannya. Alasan penolakan tersebut antara lain karena telah 

melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditentukan untuk diajukan 

kembali, tidak membayar biaya permohonan perpanjangan, merek 

tersebut sudah tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa 

sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek. 

Apabila merek telah disetujui untuk didaftarkan, maka pemilik 

merek tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek 

tersebut sebagai berikut:77 

1) Hak untuk menggunakan merek terkait dengan prduk barang dan/atau 

jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan 

2) Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang 

menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun, yang lain yang 

berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara 

keseluruhan 

3) Hak untuk mengizinkan pihak lain untuk menandatangani kontrak 

lisensi yang sesuai dengan hukum 

4) Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari 

penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya; 

5) Hak untuk menjaminkan merek terdaftar 

6) Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan asset yang 

tidak berwujud 

                                                           
77Rahmi Jened, Hukum Merek, Cetakan Pertama (Prenada Media: Jakarta, 2013), hlm 

195. 
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7) Hak untuk mengalihkan merek terdaftar 

8) Hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya 

Pengalihan ha katas merek dalam UU Merek diatur dalam 

Pasal 41 UU Merek menetapkan bahwa: 

1) Pewarisan 

2) Wasiat 

3) Wakaf 

4) Hibah 

5) Perjanjian 

6) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang 

Kemudian Pasal 41 ayat (2) menentukan bahwa pengalihan 

hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari 

satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat 

dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak 

yang sama. Pasal 41 ayat (3) UU Merek menetapkan bahwa pengalihan 

ha katas merek yang merek terdaftar harus dilakukan pencatatan oleh 

Menteri dan pada Pasal 41 ayat (3) harus pada dilakukan pengumuman 

dalam Berita Resmi Merek.  

Jika tidak dilakukan pencatatan maka pada Pasal 41 ayat (6) 

maka pengalihan hak atas merek tersebut tidak memiliki akibat hukum 

terhadap pihaj ketiga. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) 
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dikenakan biaya serta dilampirkan dengna dokumen pendukung (Pasal 

41 ayat (4)). 

3. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKAWINAN 

Menurut Undang-Undang Perkawinan telah diatur 

berdasarkan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, dengan catatan tidak ada perjanjian 

perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang 

mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu 

benda tak bergerak (tanah), benda bergerak (emas), juga dalam 

perkembangan hukum seperti listrik (benda tak berwujud) dikategorikan 

sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.  

Kekayaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual masuk kategori 

harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai 

ekonomis. Oleh karena itu secara nasional bahkan internasional telah 

disepakati bahwa perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia juga sudah 

memiliki peraturan lengkap yang tujuannya adalah melindungi hak 

kekayaan intelektual yang dalam dunia bisnis memiliki nilai ekonomis. 

Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak milik (property), 

menurut Elyta Ras Ginting dalam bukunya Hukum Hak Cipta Indonesia 

– Analisis Teori dan Praktik, dapat dibedakan dengan melihatnya dari 

dua sisi yang saling berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.  

a. Aspek Yuridis 
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Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu 

dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (moveable 

goods), benda tidak bergerak (immoveable goods), benda berwujud 

(tangible goods), ataupun yang tidak berwujud (intangible goods). 

Dari segi sifat dan bentuknya, Hak Kekayaan Intelektual digolongkan 

sebagai benda bergerak tak berwujud (intangible goods).  

b. Aspek Ekonomis 

Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam 

Hak Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya 

memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang 

diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga 

berfungsi sebagai pengatur bagi pemiliknya untuk melarang orang 

lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh manfaat 

ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas 

mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah 

sembarangan, dan lain-lain.  Jika suatu ide diwujudkan dalam bentuk 

nyata selama pernikahan sehingga menjadi kekayaan intelektual, 

maka merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, 

kekayaan intelektual tersebut menjadi harta bersama dari kedua suami 

dan istri.78  

                                                           
78Rika Amrikasari, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Gono-Gini, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-

sebagai-harta-gono-gini/, diakses pada 8 Januari 2019 Pukul 17:31 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini/
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Sebuah karya intelektual dihasilkan dalam perkawinan oleh 

salah satu pihak dari suami atau isteri, maka pasangan kawin yang 

bukan penghasil karya intelektual (non-creator spouse), tidak dapat 

dikategorikan sebagai pemegang hak, karena pihak non-creator 

spouse tersebut tidak menerima hak tersebut lebih lanjut dari 

penghasil karya intelektual berdasarkan ketentuan peraturan HKI 

yang mengatur dasar timbulnya hak bagi seorang pemengang hak 

yang bukan penghasil karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, 

maka konsekuensi logisnya yakni, non-creator spouse tidak memiliki 

hak moral dan juga tidak dapat melaksanakan hak ekonomi. Berbeda 

hal apabila memang karya intelektual tersebut dihasilkan secara 

bersama-sama sehingga karya tersebut dapat dikategorikan sebagai 

karya bersama, dengan begitu maka suami-isteri tersebut memiliki 

hak yang sama terkait hak moral dan hak ekonomi terhadap 

karyanya.79  

Namun perlu dicermati, terdapat 2 (dua) unsur yang dapat 

diidentifikasi dalam hak ekonomi dari sebuah karya intelektual, yakni, 

unsur pelaksanaan hak ekonomi dan nilai ekonomi yang dapat timbul 

dari segala bentuk pelaksanaan hak ekonomi. Adapun yang dimaksud 

dengan pelaksanaan hak ekonomi, misalnya dalam hal hak cipta, 

antara lain; hak penerjemahan, hak publikasi, hak reproduksi, hak 

                                                           
79Manguluang, Ahmad Miru, “Nurfaidah Said, Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual 

Dalam Harta Bersama Pada Perkawinan”, Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2, hlm 104. 
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adaptasi, dll (Jened, 2014). Setiap pelaksanaan hak ekonomi itulah 

yang nantinya dapat menimbulkan nilai ekonomi.80  

Seseorang yang bukan penghasil karya intelektual ataupun 

bukan sebagai pemengang hak memang tidak dimungkinkan untuk 

memiliki hak moral dan juga melaksanakan hak ekonomi suatu karya 

intelektual, akan tetapi dari setiap pelaksanaan hak ekonomi HKI 

tersebut terdapat nilai ekonomi atau penghasilan yang dapat timbul. 

Nilai ekonomi atau penghasilan dari HKI inilah yang dimungkinkan 

menjadi lingkup dari harta bersama pada perkawinan.81 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
80Ibid. 
81Ibid. 
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BAB III 

PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK CIPTA DAN HAK ATAS MEREK 

SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN ISLAM 

A. KUALIFIKASI HAK CIPTA DAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI 

HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM 

a. Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Adalah Hak Kebendaan Dalam Islam 

Sebelum menjelaskan hak cipta dan hak atas merek adalah hak 

kebendaan dalam islam, penulis akan memperjelas kembali bahwa hak cipta 

dan hak atas merek merupakan benda tidak berwujud dalam lingkup harta 

kekayaan dari perspektif hukum islam. 

Segala sesuatu bisa dikatakan sebagai mâl/harta apabila memenuhi 

dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, 

hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan 

terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun imateri. Kedua, 

sesuatu itu harus ada dalam genggaman kepemilikan manusia, sehingga 

konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan 

sebagai harta.1 Hal tersebut sependapat dengan mazhab Hanafi memberikan 

tiga kriteria harta. Pertama, secara lahiriah orang cenderung untuk 

memiliknya. Harta yang memiliki kecendrungan secara lahiriah adalah harta 

yang memberikan manfaat dan nilai kepada pemiliknya. Kedua, ciri harta itu 

                                                           
1M.Musyafa,Loc.cit. 
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dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, harta itu dapat digunakan 

dalam dalam waktu tertentu.2 

Pendapat lain dari mayoritas ulama di antaranya adalah Imam Syafi’i 

mengartikan harta adalah setiap yang mempunyai nilai yang dapat diperjual 

belikan, yang merusak wajib mengganti, dan benda tersebut tidak dibuang/disia-

siakan oleh pemiliknya. Sementara itu, al-Shuyuthi mendefinisikan harta sebagai 

sesuatu yang memiliki nilai (qimah) yang dapat dilakukan transaksi dengannya. 

Selain definsi tersebut Al-Syathibi mengatakan bahwa harta itu segala sesuatu yang 

dapat dijadikan objek kepemilikan dan pemilik memiliki kewenangan terhadap 

objek tersebut.3  

Sehubungan dengan perubahan urf, kekayaan yang awalnya dalam 

bentuk maknawi kini dapat berupa mal atau harta yang tidak berwujud. Oleh karena 

itu hak cipta dan hak atas merek dapat menjadi harta kekayaan seseorang 

sebagaimana perkembangan makna harta dalam hukum islam. Pada tanggal 10-15 

Desember 1988, Majma` Al-Fiqh Al-Islami pada Muktamar kelima di Kuwait 

menghasilkan keputusan No. 43 (5/5) tentang hak-hak maknawiyah sebagai 

berikut4: 

Pertama: nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan dan 

penemuan adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya dan di masa sekrang 

                                                           
2Abdul Karim Munte, Fikih Ekonomi (2): Harta dan Kepemilikan Dalam Islam, 

https://bincangsyariah.com/kalam/fikih-ekonomi-2-harta-dalam-islam-dan-penguasaannya/ diakses 

16 Januari 2020. 
3Ibid. 
4Ahmad Sarwat, Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer, cetakan pertama, 

(Rumah Fiqih Publishing: Jakarta Selatan, 2018), hlm 17-18. 

https://bincangsyariah.com/kalam/fikih-ekonomi-2-harta-dalam-islam-dan-penguasaannya/
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ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan 

serta hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya. 

Kedua, dibenarkan untuk memperjual-belikan nama usaha, merek dagang atau logo 

dagang itu atau mempertukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak ada 

gharar, penipuan dan kecurangan karena dianggap semua itu adalah hak harta 

benda. Ketiga, hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara 

syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya dan tidak 

dibenarkan untuk merampasnya. 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan 

intelektual yang menyatakan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu huquq 

maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) 

sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum islam 

sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum islam 

sebagaimana dimaksud tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum 

islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah 

(pertukaran,komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), 

serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.5 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan Hak cipta 

dan hak atas merek dapat disebut sebagai harta atau al-maal karena kedua hak 

tersebut memenuhi unsur-unsur dari harta sebagaimana disebutkan di atas yang 

kemudian akan penulis jelaskan sebagai berikut: 

                                                           
5Ibid. 
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1) Hak cipta dan hak atas merek dapat dimiliki sebagai objek 

Kepemilikan hak cipta sebagai objek sejak hasil dari hak cipta 

tersebut dibuat dalam karya yang nyata, contohnya: lirik lagu, buku, aransemen 

music dan lain sebagainya. Kepemilikan dari hak cipta dapat dimiliki oleh 

seseorang maupun beberapa orang yang disebut sebagai pencipta. Hal tersebut 

disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta  bahwa pencipta adalah 

seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.  

Untuk menentukan “siapa” pencipta dari suatu ciptaan, Undang-

Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta, 

kecuali terbukti sebaliknya adalah orang yang disebut dalam ciptaan yang 

dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, yang namanya disebutkan 

dalam surat pencatatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (Ditjen K.I) sehingga Namanya tercantum dalam daftar umum 

ciptaan sebagai pencipta.6Namun, walaupun ciptaannya tidak didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seseorang dapat disebut sebagai 

pencipta atas suatu ciptana sejak ciptana tersebut diwujudkan dalam bentuk 

nyata. 

Sebagaimana hak cipta menganut sistem deklaratif. Artinya pencipta 

atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu 

                                                           
6Bernard Nainggolan, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, Cetakan Pertama, 

(PT.ALUMNI: Bandung, 2016), hlm 103. 
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ciptaan dilahirkan. Ciptaan yang didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum 

Ciptaan di Ditjen HKI guna memperkuat status hukumnya.7 

Sedangkan kepemilikan hak atas merek berdasarkan pendaftaran 

atas merek tersebut diterima. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa 

hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu 

pendaftaran hak atas merek disebut dengan sistem konstitutif. Sistem ini akan 

lebih mudah menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan 

kepada pendaftar (pemilik/pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran 

dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas 

merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang 

bersangkutan.8  

Akibat dari kepemilikan hak cipta dan hak atas merek yaitu 

mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan pihak lain terhadap penggunaan dari kedua hak tersebut tanpa 

izin dari pemiliknya.  

Sebagaiaman dikutip dari Zen Umar Purba berpendapat alasan 

mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:9 

                                                           
7Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), 

Cetakan Pertama, (Erlangga: Yogyakarta, 2008), hlm 14. 
8Suyud Margono, Loc.cit, hlm 32. 
9Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, Cetakan Pertama, (Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia: Jakarta, 2017), hlm 35-36 dikutip dari A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, 

Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, (PT.Alumni:Bandung, 2015), hlm 83. 
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a) Alasan yang bersifat “non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan 

hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual 

tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan 

meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini 

akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka. 

b) Alasan yang bersifat “ekonomi”, adalah untuk melindungi mereka yang 

melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-

karyanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas perlindungan hukum terhadap hak 

cipta dan hak atas merek diberikan karena hak kekayaan intelektual memiliki 

nilai materi maupun immaterial. 

Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan 

hukum ada 2 (dua) macam yaitu: pertama, sarana perlindungan hukum 

preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Kedua, sarana perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengeketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia.10  

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam Undang-

Undang Hak Cipta bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat diajukan 

guguatan ke Pengadilan Niaga dan berhak mendapatkan ganti rugi 

                                                           
10Ibid. 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 95-109 UUHC. Selain itu pelanggaran 

terhadap hak cipta dapat dikenai sanksi pidana juga sebagaimana diatur dalam 

Pasal 110-120 Undang-Undang Hak Cipta.  

Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap penggunaan merek 

yaitu terlihat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis mengenai pemeriksaan substantif terhadap 

permohonan pendaftaran merek. Tujuan dari subtantif tersebut untuk 

melindungi merek-merek yang terlah telah terdaftar lebih dulu sehingga tidak 

memiliki kesamaan pada sebagian maupun keseluruhannya. Sedangkan bentuk 

perlindungan hukum represif terhadap merek yaitu apabila pelanggaran 

terhadap penggunaan merek tanpa izin dari pemilik merek terdaftar dapat 

diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83-98 

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta pelanggaran penggunaan 

hak atas merek juga dapat dikenai sanksi pidana Pasal 99-103 Undang-Undang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

2) Hak cipta dan hak atas merek memiliki nilai 

Akibat dari kepemilikan hak cipta dan hak atas merek 

menimbulkan manfaat ekonomi atau keuntungan finansial bagi pemiliknya 

dalam hal ini pencipta dan pemilik merek terdaftar karena hanya pencipta 

dan pemilik merek terdaftar yang berhak menggunakan dan/atau 

memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apabila 

pencipta dan pemilik merek terdaftar memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakan ciptaan atau merek tersebut maka pencipta dan pemilik 
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merek terdaftar akan mendapatkan upah atau fee atas pemberian izin 

tersebut yang disebut sebagai keuntungan finansial. 

Pada merek keuntungan finansial tersebut didapatkan dapat 

melalui produksi barang atau jasa menggunakan merek yang sudah 

didaftarkan. Hal tersebut karena merek digunakan sebagai tanda untuk 

membedakan produk yang dihasilkan pihak lain. fungsi utama dari sebuah 

merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang 

maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari 

produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh 

pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan 

merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek 

tersebut di masa yang akan datang.11  

Selain keuntungan finansial dari penggunaan merek pada produk 

barang atau jasa yang diperdagangkan sendiri oleh pemilik merek terdaftar, 

keuntungan finansial juga didapatkan dengan cara pemberian lisensi atas 

penggunaan merek tersebut kepada pihak lain.  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar 

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 

(bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk 

seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu12 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 

                                                           
11Ibid, hlm 13. 
12Ahmad Miru, Hukum Merek, op.cit, hlm 63. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada 

pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun 

seluruh jenis barang dan/atau jasa. 

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak 

lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek 

tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang telah 

terdaftar menggunakan merek tersebut. Ini berarti bahwa dapat dilakukan 

perjanjian lisensi yang penggunaannya dibatasi hanya pada barang/jasa 

yang sama dengan yang diperdagangkan oleh pemberi lisensi.13 

Pemberian lisensi kepada pihak lain merupakan suatu hal yang 

dapat menguntungkan bagi pemilik merek karena tanpa investasi dia tidak 

dapat memperluas usahanya. Walaupun perluasan, khususnya jangkauan 

pemasaran tersebut dilaksanakan oleh orang lain, pemilik merek tetap 

memperoleh keuntungan melalui pembayaran royalti dari pemegang lisensi. 

Besarnya royalti yang diterima oleh pemilik merek, mungkin lebih kecil 

daripada keuntungan riil yang diperoleh seandainya pemilik merek yang 

memproduksi sendiri barang/jasa tersebut. Namun, dibandingkan dengan 

investasi yang dibutuhkan untuk perluasan jangkauan pemasaran yang 

jumlahnya tidak sedikit, pemberian lisensi lebih menguntungkan.14 

                                                           
13Ibid. 
14Ibid, hlm 64. 
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Sama halnya dengan hak atas merek, keuntungan finansial hak 

cipta didapatkan dari pelaksanaan hak ekonomi dari hak cipta. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi 

untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi berupa: penerbitan Ciptaan, 

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, 

pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, 

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, 

Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. 

Selain itu hak cipta dan hak atas merek dapat dikategorikan 

sebagai kekayaan (asset). Ketika hak cipta dan hak atas merek dapat 

dikategorikan sebagai aset maka kedua hak tersebut memiliki nilai ekonomi 

(materi).  

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya keuntungan finansial 

berupa pembayaran fee atau royalti dan perlindungan terhadap hak cipta dan 

hak atas merek memperjelas bahwa hak cipta dan hak atas merek termasuk 

sebagai harta karena bernilai ekonomi. 

3) Jangka Waktu penggunaan Hak Cipta dan Hak Atas Merek 

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak cipta terdiri atas 

hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara 

abadi pada diri pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta. Hak moral berlaku tanpa batas waktu mengenai: 

a) Tetap mencantumkan atau tidak dicantumkan Namanya pada Salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptannya untuk umum; 
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b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi 

ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya. 

Sedangkan hak moral mengenai perubahan ciptaan sesuai dengan 

kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, 

masa berlakunya selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas 

ciptaan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-

Undang Hak Cipta mengenai masa berlaku hak moral. 

Selain hak moral, hak cipta juga memiliki hak ekonomi. Hak 

ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini mengenai perbuatan 

pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan kegiatan ekonomi yang 

bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak 

Cipta. Masa berlaku hak ekonomi pencipta tergantung kepada ciptaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 58-63 Undang-Undang Hak Cipta yaitu 

mulai dari 25 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun. 

Masa berlaku hak atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam 

Pasal 35 adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang kembali 

dalam jangka waktu yang sama. Tujuan pengaturan batas waktu 

perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 

adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan 

pada barang/jasa dan barang/jasa tersebut masih diproduksi dan/atau 
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diperdagangkan. Sebaliknya, Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-

merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan 

dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan.15 

Pentingnya mengetahui masa berlaku atau masa perlindungan 

dari hak cipta dan hak atas merek karena ketika kedua hak tersebut habis 

masanya atau tidak mendapatkan perlindungan maka pihak lain mudah 

untuk menggunakannya tanpa izin maka kedua hak tersebut tidak bernilai 

lagi. 

Setelah memastikan bahwa hak cipta dan hak atas merek 

merupakan harta (al-maal) dalam hukum islam, penulis akan menjelaskan 

hak cipta dan hak atas merek sebagai harta atau benda tidak berwujud.  

Ibn ‘Arafah berpendapat bahwa, “harta secara lahir mencakup 

benda yang dapat diindera dan benda yang tidak dapat diindera sebagai 

manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya”.(Fathi al-

Daraini, tt, 248).16 

Manfaat menurut Ibn ‘Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi 

al-maal sama dengan benda (umur aqliyah mujarradah la hissiyah wa hiya 

mal’un ka al a’yan). Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa al maal meliputi 

al’ain dan al’ard. Al ‘ain diartikan sebagai benda yang nyata, yang bisa 

                                                           
15Abi Jam’an Kurnia, Jangka Waktu Merek dan Syarat Pendaftarannya, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d176198f0e99/jangka-waktu-hak-merek-

dan-syarat-perpanjangannya diakses 20 Januari 2020 Pukul 10:21 WIB. 
16Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual 

dalam Masyarakat Kreatif, cetakan pertama, (Total Media: Yogyakarta, 2009), hlm 137. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d176198f0e99/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d176198f0e99/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya
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diraba, sedangkan al’ard ditafsirkan dengan al manfa’ah atau al ma’na yang 

menurutnya tidak dapat dilihat. Diraba atau ditunjuk dengan indera. Artinya 

esensi al manafi atau al ma’ani secara akal tidak dapat ditunjuk dengan 

indera, kecuali apabila disebut bersamaan dengan sumbernya, misalnya 

manfaat mobil, manfaat rumah dan sebagainya. (Asmuni Mth, 2002, 32).17 

Penjelasan di atas sama dengan Pendapat jumhur al-ulama 

mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Sebagaimana 

kesimpulan dari Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa harta adalah 

"Segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta".18 

Implikasinya adalah bahwa harta tidak saja sesuatu yang bersifat 

materi ('ain) namun juga manfaat. Karena manfaat adalah nilai dari sebuah 

harta. Sebagaimana manfaat dari sebuah rumah adalah untuk ditempati, 

kendaraan untuk dinaiki dan fungsi dari berbagai benda yang ada. Sebagai 

ilustrasi seseorang yang mengambil sebuah sepeda motor lalu memakainya 

tanpa seizin pemiliknya, setelah selesai memakai sepeda motor tersebut 

dikembalikan. Dalam hal ini seseorang tersebut telah mengambil manfaat 

dari sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada 

pemiliknya, maka dalam hal ini ia telah melakukan pelanggaran terhadap 

hak milik atas sepeda motor tersebut. 

                                                           
17Ibid. 
18Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, AL MASHLAHAH JURNAL 

HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM,Vol 3 No.05, 2015,hlm 258 dikutip dari Wahbah Al-

Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, hlm 2877. 
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Demikian juga dengan hak cipta, ia adalah sebuah hak milik atas 

harta benda yang menjadi media penuangan gagasan tersebut. Hak cipta 

dimasukan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan 

harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda 

tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media 

penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah 

termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, 

menyewakannya atau menggadaikannya. Media penuangan hak cipta 

adalah harta benda yang diakui oleh Islam karena telah memenuhi syarat-

syarat sebagai harta secara syara'. Ikhwan menyebutkan bahwa sifat-sifat 

dari sebuah hak kebendaan yaitu: Pertama, hak tersebut selalu mengikuti 

obyeknya ke mana dan di manapun obyek itu berada. Kedua, hak kebendaan 

memberikan keutamaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan kreditur 

(pemberi hutang) lain apabila hutangnya disertai dengan gadaian. Ketiga, 

Hak kebendaan gugur atau hapus dengan musnahnya obyek hak tersebut. 

Keempat, hak kebendaan tergolong kepada hak mutlak, maka ia terjaga dari 

orang lain. 

Jika kita melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hak 

cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya. Selain itu hak cipta juga 

dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika 

sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah 

harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak 

kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus 
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meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan 

apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau 

tidak. Sebuah harta benda dikatakan mempunyai nilai ketika ia mengandung 

suatu manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Sehingga sebagian 

cendekiawan muslim memasukan unsur 'urf dalam mendefinisikan harta 

benda. Manfaat secara umum adalah setiap kegunaan dari segala sesuatu, 

baik yang terpisah dari dzatnya ataupun bagiannya, seperti susu atau anak 

dari binatang peliharaan, buah dari pohon dan yang semisalnya, Wahbah 

Al-Zuhaili mendefinisikan manfaat dengan: 

“Faedah dan hasil dari harta benda yang berbentuk materi, seperti 

menempati rumah, menaiki kendaraan, memakai baju dan yang lainnya” 

Tanpa manfaat harta tidaklah mempunyai nilai, misalnya rumah 

yang tidak bisa ditempati karena terendam lumpur panas, ia tidak 

mempunyai nilai sama sekali karena tidak dapat diambil manfaatnya. 

Demikian pula mobil yang rusak dan tidak bisa diambil sedikitpun 

manfaatnya, maka ia bukanlah harta. 

Perlu diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual menurut fiqih 

islam kontemporer disebut sebagai hak ibtikar. Ibtikar secara bahasa berarti 

awal sesuatu atau permulaan. Ibtikar dalam fiqh Islam adalah hak kreasi 

atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam 

dunia ilmu pengetahuan Ibtikar dikenal dengan hak cipta. Pendapat Jumhur 

Ulama bila dikaitkan dengan hak Ibtikar, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan 

kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya 
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bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, 

hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai 

harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, 

dan sebagainya.19 

Hak atas Kekayaan Intelektual manusia yang meliputi hak cipta, 

penemuan atau ciri khas usaha dagang,logo, merek dagang, system 

operasional bisnis terpadu dan sebagainya dalam hukum Islam termasuk 

kategori hak Ibtikar, yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil 

karya intlektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan 

sebelumnya. Hak kekayaan intelektual bila dihubungkan dengan pengertian 

harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Ulama 

Jumhur ), maka Hak Kekayaan Intelektual dapat dipandang sebagai harta, 

karena menurut Jumhur Ulama,yang dinamakan harta tidak harus bersifat 

materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai 

harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena 

semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu senidiri. Atas 

dasar ini, maka hak atas kekayaan intlektual yang sumbernya adalah 

pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan 

kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta 

terhadap karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat 

                                                           
19Harun, Hak Atas Kekayaan…….op.cit, hlm 34-36. 
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materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat ditransaksikan, 

diwariskan atau diwasiatkan.20 

Berdasarkan hal tersebut, benarlah pendapat yang menyatakan 

bahwa manfaat adalah nilai dari sebuah harta. Jika kita tarik manfaat yang 

dapat dihasilkan dari sebuah hak cipta, maka kita saksikan begitu banyak 

manfaat yang bisa diraih darinya. Ketika hak cipta tersebut telah dituangkan 

ke dalam sebuah media, ia dapat menghasilkan materi (uang) yang banyak. 

Bahkan sering kali nilainya lebih banyak dari harta yang berupa materi.  

Berdesarkan keterangan di atas, maka HKI merupakan benda (al 

maal) yang berupa benda immaterial yang berupa manfaat (al manfa’ah) 

karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan, tetapi ide yang 

tertuang dalam suatu karya.21  

Hak kebendaan ialah hak yang langsung menyangkut benda, 

seperti hak nafkah istri atas suaminya, hak waris atas harta peninggalan 

pewaris, hak penjual menerima harga penjualan barang dan sebagainya.22 

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang 

menalar.23  

                                                           
20Ibid. hlm 38-39. 
21 Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan….op.cit, 

hlm 137-138. 
22Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Cteakan 

kedua, (UII Press: Yogyakarta, 2000), hlm 24. 
23M.Musyafa, “Kekayaan Intelektual dalam……….op.cit, hlm 5. 
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Pada pertengahan tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa, tentang 

perlindungan HKI. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini merupakan satu 

tanggapan atas kebutuhan masyarakat terkait dengan perlindungan atas hasil 

kekayaan intelektual. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam Al-

Quran dan Al-Hadist memang tidak secara eksplisit disebutkan tentang 

HKI, akan tetapi MUI kemudian merujuk pada hasil ijtihad-ijtihad ulama 

terdahulu. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah Majma’ al-Fiqih 

al-Islami nomor 43 95/5) Mu’tamar V tahun 1409 H/1998 M tentang al-

Huquq al-Ma’nawiyyah yang pada intinya mengatakan bahwa merek 

dagang, hak cipta dan hak yang sifatnya non material sebagaimana merek 

dagang dan hak cipta tersebut sifatnya dipersamakan dengan hak material 

yang dilindungi oleh syara’ sehingga hak yang sifatnya non material 

tersebut tidak boleh dilanggar.24 

Selain itu MUI juga mengutip berbagai pendapat imam madzhab 

besar terkait dengan hukum hak kebendaan yang sifatnya immaterial. Dari 

beberapa pendapat imam madzhab, sebagian besar mengatakan bahwa hak 

kepengarangan yang dalam perkembangannya disebut dengan hak cipta, 

tergolong sebagai benda berharga sebagaimana benda biasa. Pendapat ini 

juga diperjelas oleh ulama fiqh modern Wahbah Zuhaily bahwa, dengan 

melakukan pembajakan atas hak kepengarangan tersebut maka bisa 

dipersamakan dengan telah melakukan pencurian terhadap pemilik hak.25 

                                                           
24 Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, Dinamika Hak 

Kekayaan……….op.cit, hlm 142. 
25Ibid. 



 

110 

 

Fatwa MUI NO. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang 

perlindungan HKI ini menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual 

merupakan hak kebendaan yang dilindungi sebagaimana hak kebendaan 

lainnya. Adapaun hak kebendaan yang sifatnya immaterial tersebut yang 

dilindungi oleh hukum islam adalah hasil kekayaan intelektual yang tidak 

bertentangan dengan hukum islam. HKI yang dilindungi oleh hukum islam 

tersebut bisa ditukarkan, diwariskan, bahkan diwakafkan. Pelanggaran atas 

HKI tersebut adalah perbuatan yang dzalim dan haram hukumnya.26 

Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap 

suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang 

bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan 

hak kebendaan itu.27 Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hak 

kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan oleh orang ketiga, 

pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang 

mengganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak 

benda berdasar atas hak benda itu.28  

Hak cipta dikategorikan sebagai hak kebendaan berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak 

cipta adalah hak eksklusif pencipta yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a 

bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, kemudian 

diperjelas dalam Pasal 4 bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak 

                                                           
26 Ibid. 
27Rachmad Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Cetakan Pertama, (PT.ALUMNI: Bandung, 2003), hlm 77. 
28Ibid, hlm 77. 
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yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang 

bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak 

ekonomi.  

Sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak 

tersebut tanpa izin pemegangnya. Dengan kata lain hak cipta memberikan 

hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptannnya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada orang lain 

yang boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain terkecuali dengan izin dari 

pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Jelaslah di sini bahwa 

hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang boleh atau memonopoli untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptannya maupun memberi izin untuk 

itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkannya 

kepada orang lain. oleh karena itu karya-karya cipta tadi dilindungi oleh 

hukum dari tindakan yang berlawanan dengan hukum.29 

Sedangkan hak atas merek sama sebagaimana dengan hak cipta 

yang dijelaskan di atas bahwa hak atas merek juga memiliki hak eksklusif 

yang berarti hanya pemilik merek terdaftar yang boleh menggunakan merek 

terdaftar kecuali pemilik merek mengizinkan pihak lain menggunakannya 

                                                           
29Ibid, hlm 79-80. 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang 

immaterial, kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin 

kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan 

tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Pengakuan yang 

demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak milik immaterial. 

Terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengalihkan 

kepada orang lain. hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak 

yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, berlaku syarat-syarat pemilikan, baik 

mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan haknya. Kesemua itu 

undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak 

tersebut. (Saidin, 1995: 67).30 

Oleh karena itu baik hak cipta maupun hak atas merek sebagai 

hak kebendaan immaterial yang dapat dimiliki sehingga tata cara 

kepemilikan, penggunaan dan pengalihan atas hak-hak tersebut mendapat 

perlindungan hukum yang diatur berdasarkan undang-undangnya masing-

masing. 

                                                           
30Ibid. 
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Hak cipta dan hak atas merek merupakan hak yang dapat dimiliki 

secara individu karena pada dasarnya hasil dari ciptaan dan merek tersebut 

diperoleh melalui kerja keras dengan kemampuan akal dan pikiran pencipta 

dan pemilik merek terdaftar termasuk juga modal yang besar dikeluarkan 

untuk menghasilkan suatu ciptaan atau merek tersebut. Oleh karena itu, 

wajar jika hak cipta dan hak atas merek ini dilindungi sebagaimana 

perlindungan atas harta materiil atau harta yang berwujud. 

b. Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Islam 

Hak cipta dan hak atas merek dapat menjadi harta bersama selama 

hak cipta dan hak atas merek tersebut lahir selama perkawinan walaupun hak 

cipta dan hak atas merek tersebut terdaftar atas milik suami atau istri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

yang menyebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang menyebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah 

adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri 

selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta 

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 

Hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama karena hak 

cipta dan hak atas merek merupakan sebuah benda yaitu benda immaterial 

(benda tidak berwujud) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal 

tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) bahwa 



 

114 

 

harta bersama terdiri dari benda berwujud maupun benda tidak berwujud. 

Kemudian dipertegas kembali pada ayat (3) bahwa benda tidak berwujud 

berupa hak dan kewajiban. 

Oleh karena itu penulis akan bahas lebih lanjut mengenai hak cipta 

dan hak atas merek yang merupakan hak yang melekat pada pribadi seseorang 

bisa menjadi harta bersama. Tapi, sebelumnya penulis menjelaskan terlebih 

dahulu cara menentukan suatu harta yang lahir dalam perkawinan menjadi 

harta bersama. 

Menurut M.Yahya Harahap, melalui pendekatan yurisprudensi dan 

putusan pengadilan, ada lima hal atau patokan yang menentukan terbentuknya 

harta yang termasuk dalam lingkup harta Bersama.31 

Pertama, adalah harta yang dibeli Bersama selama perkawinan. 

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam 

kategori objek harta Bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan 

pembelian. Setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam 

ikatan perkawinan, maka harta atau brang tersebut menjadi harta Bersama. 

Hal yang demikian tanpa mempersoalkan, apakah istri atau suami yang 

membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau istri. 

Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama ikatan perkawinan otomatis 

                                                           
31Arso, “Hak Kekayaan Intelektual (haki) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Disertasi,Universitas Islam 

Negeri Sumater Utara, 2016, hlm 146-147. 
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menjadi harta Bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan 

menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta Bersama. 

Kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang 

dibiayai dari harta Bersama. Untuk menentukan suatu barang termasuk objek 

harta Bersama adalah ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau 

pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesusah terjadi 

perceraiain. 

Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami istri 

mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta 

Bersama. Kemudian terjadi perceraian tetapi tidak sempat dibagi harta 

Bersama tersebut. Namun, suami istri yang menguasai uang simpnan itu 

membeli barang atau membangun bangunan dengan uang simpanan tersebut, 

maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta Bersama. 

Ketiga, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. 

Patokan yang ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta Bersama, 

yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah 

harta Bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah suatu barang 

termasuk objek harta Bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan 

keberhasilan melalui pembuktian sebab hak kepemilikan biasa dialihkan 

berdasar atas hak pembelian, warisan dan hibah. 

Keempat, penghasilan harta Bersama dan harta bawaan. Patokan 

keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta 
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Bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami atau 

pribadi istri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut 

menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan 

kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, 

namun harta pribadi itu tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. 

Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat 

tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi harta Bersama. 

Kelima, segala penghasilan pribadi suami istri. Petokan yang 

kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami 

istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan 

ke dalam harta Bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan 

sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan 

lain yang didasarkan atas perjanjian perkawinan. 

Mencermati beberapa uraian dan pendapat yang penyusun uraikan 

di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang terbentuknya harta 

bersama, yaitu harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh atau yang 

dihasilkan oleh suami istri selama dalam perkawinan, dimana keduanya 

melakukan aktivitas hidup, demi kelangsungan dan kepentingan hidup rumah 

tangga mereka. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa terbentuknya harta 

bersama ialah segala harta yang dihasilkan atau diperoleh oleh suami dan istri 
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dalam ikatan perkawinan, kecuali yang diperoleh suami dan istri berasal dari 

“warisan” atau “hibah” yang diterima oleh suami atau istri.32 

M.Yahya Harahap mengembangkan yurisdiksi harta yang lahir 

selama ikatan perkawinan sebagai berikut:33 

1) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi 

yurisdiksi harta Bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan 

dimana letaknya tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi 

tetap, yang salah satu diantaranya adalah putusan MA No. 803 K/Sip/1970, 

tanggal 5 Mei 1971 yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau 

isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta 

Bersama suami isteri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. 

Tetapi jika uang pembelian barang itu berasal dari harta pribadi 

suami/isteri, maka barang tersebut tidak masuk dalam yurisdiksi harta 

Bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami/isteri yang bersangkutan. Hal 

ini tertuang dalam putusan MA No. 151 K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 

1975. 

                                                           
32 Ibid. 
33Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri, Cetakan 

Pertama, (Mandar Maju: Bandung, 2006), hlm 59-64. 
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2) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta 

Bersama 

Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak 

ditentukan asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang 

bersangkutan meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya 

perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan mempunyai deposito. 

Kemudian terjadi perceraian. Deposito tersebut dikuasai oleh suami dan 

belum dilakukan pembagian. Dari deposito tersebut suami meembangun 

rumah. Di sini, rumah tersebut termasuk dalam yurisdiksi harta Bersama. 

Penerapan yang demikian sejalan dengan jiwa putusan MA No. 

803/K/Sip/1970, tanggal 5 mei 1970, yang pada intinya antara lain 

menyatakan bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal 

dari harta Bersama, menjaid yurisdiksi harta Bersama. 

3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan 

Ini sangat relevan dengan kaidah hukum mengenai harta Bersama 

yakni, semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan 

sendirinya menjadi harta Bersama. Namun dalam banyak kasus, sengketa harta 

Bersama, salah satu pihak dapat menyangkal obyek gugatan bukan sebagai 

harta Bersama, maka patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk 

yurisdiksi harta Bersama atau tidak, sangat ditentukan oleh kemampuan dan 

keberhasilan dalam membuktikan dalil gugatannya. MA menentukan bahwa 

masalah atas nama siapa harta itu terdaftar bukanlah faktor yang 
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menggugurkan keabsahan suatu harta masuk yurisdiksi harta Bersama, 

sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa harta tersebut 

diperoleh selama dalam ikatan perkaiwnan berlangsung dan pembiayaannya 

berasal dari harta Bersama. Bahkan bukan hanya harta yang terdaftar atas nama 

suami/isteri yang menjadi yurisdiksi harta bersama, melainkan suatu harta yang 

terdaftar atas nama adik suami/isteri pun, tetap menjadi yurisdiksi harta 

Bersama, asal dapat dibuktikan bahwa itu diperoleh selama dalam ikatan 

perkawinan berlangsung. Hal ini dapat dilihat dalam putusan MA 

No.103/K/Sip/1972, tanggal 23 Mei 1973. 

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan 

Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta 

Bersama. Ini adalah suatu hal yang logis adanya. Tapi, bukan hanya barang 

yang berasal dari harta bersama saja yang menjadi yurisdiksi harta bersama, 

melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau isteri. Sekalipun hak 

dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, 

namun harta pribadi itu tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. 

5) Segala penghasilan pribadi suami/isteri 

Patokan ini sesuai dengan putusan MA No. 454/K/Sip/1970, tanggal 

11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa segala penghasilan 

suami/isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan 

masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai 

pegawai menjadi yurisdiksi harta Bersama suami/isteri.  
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Hal tersebut diatas juga sesuai dengan putusan MA tanggal 30 Juli 

1974 No.806 K/Sip/1974 menyatakan bahwa masalah atas nama siapa harta 

terdaftar bukan faktor yang mengugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek 

harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama 

perkawinan serta pembiayannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut 

termasuk objek harta bersama.34 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dan dikaitkan dengan hak 

cipta dan hak atas merek, maka hak cipta dan hak atas merek dapat 

dikualifikasikan sebagai harta bersama, apabila hak-hak tersebut lahir selama 

perkawinan. Pembuktian hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Untuk hak cipta, ide atau gagasan dari pencipta sudah diwujudkan dalam 

bentuk nyata sebagaimana hak cipta menganut sistem deklaratif sehingga 

tanpa didaftarkan ciptaan tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum. 

Namun, untuk mendapatkan legalitas sebagai pencipta, lebih baik ciptaan 

tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen 

K.I) sehingga namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai 

pencipta. Ketika nama pencipta sudah tercantum dalam daftar umum 

ciptaan, maka pembuktian lahirnya hak cipta tersebut dapat dilihat dalam 

daftar catatan tersebut. 

                                                           
34Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Cetakan Pertama 

(PUSTAKA BARU PRESS: Yogyakarta, 2017), hlm 140. 
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b) Untuk hak atas merek, sebenarnya pendaftaran merek bukan untuk memberikan 

penggunaan merek tersebut. Siapapun berhak memakai merek apapun, didaftar 

ataupun tidak, sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di 

kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, si 

pemilik merek punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang 

sama dengan merek terdaftar miliknya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang 

sama.35 Sehingga dengan merek yang telah didaftarkan maka penggunaan atas 

merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum karena hanya pemilik merek 

terdaftar yang berhak memberikan izin untuk pemakaian merek tersebut.  

Prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia 

membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali 

mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap 

sebagai pemilik hak  atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis 

barang/jasa tersebut.36 Oleh karena itu merek yang sudah didaftarkan lebih mudah 

diidentifikasi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen K.I). 

Kaidah yang menentukan terbentukanya harta bersama terhitung 

sejak berlangsungnya perkawinan sebenarnya sudah sejak lama diperpegangi 

sebelum Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956 

No.5/K/Sip/1956 yang menegaskan bagaimana cara terbentuknya harta 

                                                           
35Merek, http://www.hki.co.id/merek.html, diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 17: 

58 WIB. 
36Ibid. 

http://www.hki.co.id/merek.html
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Bersama, yakni segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud 

menjadi harta bersama suami istri.37 

Bila dicermati putusan Mahkamah Agung tersebut dalam 

pertimbangan hukumnya lengkap bunyinya: “menurut hukum adat semua harta 

yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk gono-gini 

meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Lebih tegas lagi terungkap 

dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1976 

No.985/K/Sip/1973, merumuskan kaidah hukum: “bahwa menurut hukum adat 

semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan 

dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil 

pencaharian suami atau istri sendiri”.38 

Dari kedua contoh putusan itu dapat dipahamkan bahwa 

terbentuknya harta Bersama dengan patokan selama berlangsung perkawinan 

tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan harta terdaftar atas nama suami 

atau istri.39  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak 

cipta dan hak atas merek dapat menjadi harta bersama selama hak-hak tersebut 

lahir dalam sebuah perkawinan walaupun hak-hak tersebut dihasilkan atau 

terdaftar atas nama salah satu pihak suami atau istri. 

                                                           
37Arso, “Hak Kekayaan Intelektual…….op.cit, hlm 145. 
38Ibid. 
39Ibid. 
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Sekurang-kurangnya ada dua pola pandangan yang ditemui pada 

masyarakat islam tentang harta yang diperoleh suami-istri tentang harta yang 

diperoleh suami-istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan 

kepada dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat dan bukan didasarkan 

kepada petunjuk syari’at islam. Pertama, masyarakat islam yang memisahkan 

antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama 

antara suami-istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan 

adahal harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. 

Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak 

dicampuradukkan dengan penghasilan suami tetapi dipisahkan tersendiri.40 

Masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, 

terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur 

sedemikian rupa. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap 

suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi 

suami. Apabila suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan 

keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang istri, berarti suami telah 

berutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian 

harta bersama karena tidak ada harta bersama. Dan apabila salah seorang 

meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat bagian warisan 

dari harta peninggalan almarhum.41 

                                                           
40M.Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cetakan 

Pertama, (PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta, 2010), hlm 130-131 
41Ibid. 
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Kedua, masyarakat islam yang mencampurkan harta penghasilan 

suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini 

menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi/syirkah. Jadi, seluruh 

harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta 

bersama suami-istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak 

dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Tidak dipersoalkan siapa 

yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak 

dipersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi 

perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang 

telah ditentukan dari harta bersama. Begitu pula jika salah satu dari suami atau 

istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagaian harta bersama 

menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta 

warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.42 

Prof. Dr. H.Ismuha mengatakan, menurut hukum adat di Indonsia, 

tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, 

hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja 

yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri. Adapun harta mereka 

masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan 

yang mereka peroleh selama perkawinan, tetap merupakan kekayaan masing-

masing mereka.43 

                                                           
42Ibid, hlm 131-132. 
43 Ibid. 
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Selanjutnya Ismuha mengatakan, bahwa harta bersama pada 

msyarakat adat di Indonesia merupakan syirkah/perkongsian (dalam hukum 

islam), dan termasuk syirkah abdan. Alasannya adalah karena sebagian besar 

dari suami istri sama-sama bekerja berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup 

keluarga. Dulu pada masyarakat agraris, suami dan istri sama-sama turun ke 

ladang dan sawah, bekerja bersama-sama, sampai mereka memperoleh hasil. 

Sekarang, di era teknologi informasi, tidak cukup suami yang bekerja, tetapi 

juga dibantu oleh istri. Bahkan tidak jarang penghasilan istri lebih besar dari 

pada suami.44 

Selain itu harta bersama juga termasuk syirkah mufawwadhah. 

Dikatakan demikian, karena perkongsian suami-istri itu sifatnya tidak terbatas, 

baik dari segi waktu, maupun jerih payah yang dicurahkan. Inilah dasar 

pemikiran tentang adanya harta bersama.45 

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta 

kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali 

perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah 

harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi 

percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan 

lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat (32) laki-laki ada 

                                                           
44 Ibid. hlm 133. 
45 Ibid. 
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bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka 

usahakan pula.46 

Pendapat dari ahli hukum M.Yahya Harahap menyatakan bahwa 

hukum islam mengatur tentang harta bersama ini adalah sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami 

dan isteri masuk dalam rub’u muamalah, tetapi ternyata secara khusus tidak 

dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang 

kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai 

perkongsian yang dalam Bahasa Arab disebut dengan syirkah. Oleh karena 

masalah pencarian bersama suami dan isteri termasuk dalam perkongsian, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harta bersama digolongkan syirkah 

abdan mufawwadhah. Berdasarkan penggolongan ini para perumus KHI 

melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan mufawwadhah dengan hukum 

adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan 

menjadi urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang 

mengajarkan al adatu muhakkamah.47 

Harta bersama dalam islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah 

abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak 

terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan 

adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi 

                                                           
46Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga…….op.cit, hlm 95-96. 
47Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika…….op.cit, hlm 135-136. 
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harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau 

pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.48 

Literatur lama fikih islam bidang perkawinan tidak dijumpai 

pembahasan mengenai harta Bersama. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa 

doktrin hukum fikih tidak ada membahas masalah harta bersama suami istri 

dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia pada saat mereka 

diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam, namun 

mereka setuju mengambil “syarikat ‘abdan” sebagai landasan merumuskan 

kaidah-kaidah hukum yang berkenan dengan harta Bersama.49 

Harta bersama termasuk dalam syirkah abdan mufawwadhah karena 

dalam kenyataan yang sering terjadi di masyarkat Indonesia sebagian besar 

pasangan suami isteri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, harta bersama yang 

di Qiyas-kan dengan syirkah karena mengandung suatu bentuk perkongsian 

atau kerjasama antara suami istri. Namun syirkah dalam harta bersama lebih 

kepada bentuk perkongsian untuk membangun sebuah kehidupan rumah 

tangga. Harta bersama dalam hal perkongsian ini sudah terjadi sejak akad nikah 

dinyatakan sah yang mana perkongsian terjadi dari seluruh harta suami dan istri 

sebagaimana konsep syirkah abdan muwafaddah yang juga tidak terbatas, 

maka perkongsian itu juga terjadi tanpa terbatas. Perkongsian tersebut terhadap 

                                                           
48Ibid, hlm 134-135. 
49Arso, “Hak Kekayaan Intelektual…..op.cit, hlm 144. 
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harta benda yang digunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai kehidupan 

rumah tangga mereka beserta anak-anaknya. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam 

perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). 

Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para 

ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil syirkah abdan sebagai 

landasan perumusan kaidah-kaidah harta gono-gini atau harta bersama 

(Abdul,Manan,2006:111). Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan 

pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini 

tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat/tradisi) sebagai 

sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “al adatu 

muhakkamah” (Abd. Rasyid As’ad, 2010:6). Sebagian ahli hukum Islam 

memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. 

Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan 

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian 

menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan 

perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur’an Surat 

An-Nisa: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, 

kuat, dan kokoh (mitsaqan ghalizhan). Artinya, perkawinan yang dilakukan 

melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah 
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antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, 

termasuk harta benda menjadi milik bersama.50 

Penjelasan diatas sesuai dengan wawancara penulis dengan 

Prof.Dr.H.Jaih Mubarok, SE.,MH.,M.Ag di kantor DSN MUI Jakarta, tanggal 

8 Januari 2018, Porf Jaih menerangkan bahwa islam tidak mengenal penyatuan 

harta, harta bersama maupun harta gono-gini. Orang timur tengah ketika 

menikah mereka sudah mengerti yang mana harta milik perempuan atau istri 

dan mana harta milik laki-laki atau si suami. Sedangkan di Indonesia tidak jelas 

mana yang harta si suami dan mana harta si istri. Harta tersebut semua 

digabung sejak mulainya pernikahan.51  

Berdasarkan penjelasan di atas berdasarkan fiqih atau hukum islam 

dan apabila dikaitkan dengan hak cipta dan hak atas merek sebagai harta 

bersama, maka jelas sejak perkawinan berlangsung maka segala harta yang 

dihasilkan baik itu benda berwujud atau pun benda tidak berwujud dalam hal 

ini hak cipta dan hak atas merek dikualifikasikan sebagai harta bersama 

walaupun hak-hak tersebut tercantum atau terdaftar atas nama salah satu pihak 

suami atau istri.  

 

                                                           
50Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam Kitab 

Undang-Undang Hukum Prdata dan Huku Adat”, PERSPEKTIF, Volume XIX No. 3 Tahun 2014 

Edisi September, hlm 205-206. 
51Wawancara dengan Prof Dr.Jaih Mubarok, SE.,MH.,M.Ag di Kantor DSN MUI 

Jakarta, 8 Januari 2019. 
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B. PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK CIPTA DAN HAK ATAS 

MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN 

ISLAM 

Pembagian harta bersama merupakan salah satu masalah yang cukup 

rumit dalam perceraian. Pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, 

penyelesaian sengketa tidak hanya terjadi pada status perkawinan mereka tetapi 

juga sengketa pembagian harta bersama dan status harta kekayaan yang mereka 

miliki termasuk dalam harta bersama atau tidak. Pembagian yang dimaksud 

atas harta bersama berasal dari perkawinan yang tidak ada perjanjian 

perkawinan. Apabila perkawinan yang menggunakan perjanjian perkawinan 

maka, pembagiannya berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan 

Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makassar 

pada poin ketujuh menyebutkan bahwa royalti dari hasil kekayaan seseorang 

menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal 

hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang berlangsung, hak atas royalti 

menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi 

harta bersama. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai definisi 

dari royati tersebut.  

Menurut Black’s Law Dictionary, royalty is “A payment reserved by 

the grantor of a patent, lease of a mine, or similar right, and payable 

proportionately to the use made of the right by the grantee”. Menurut Legal 
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Dictionary “Royalty is a percentage of gross or net profit or a fixed amount 

per sale to which creator of a work is entitled which is determined by contract 

between the creator and the manufacturer, publisher, agent and/or 

distributor.”Undang-Undang Hak Cipta “Royalti adalah imbalan atas 

pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau poduk hak terkait yang diterima 

oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Sehingga dapat disimpulkan royalti 

adalah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual 

atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarannya 

disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu.52   

Namun, nilai atau manfaat ekonomi dari hak cipta dan hak atas 

merek tidak hanya berupa royalti dari pihak lain atas izin menggunakan hak 

ekonomi tersebut, tapi juga termasuk keuntungan finansial atau manfaat 

ekonomi yang diterima pencipta atau pemilik hak terdaftar atas penggunaan 

dari hak itu sendiri. Oleh karena itu segala hal yang mendatangkan keuntungan 

atau manfaat ekonomi atas penggunaan dari hak cipta dan hak atas merek dapat 

dikualifikasi sebagai harta bersama. 

Hak cipta dan hak atas merek hanya dapat beralih atau dialihkan 

kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Hak Cipta dan 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

                                                           
52Dwi Anita Daruherdani, Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan 

Intelektual, http://www.iaiglobal.or.id/ diakses tanggal 20 Januari 2020 Pukul 20: 56 WIB. 

http://www.iaiglobal.or.id/
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Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut dapat beralih atau 

dialihkan karena:  

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wakaf;  

d. Wasiat;  

e. Perjanjian tertulis; atau 

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak 

ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Oleh karena 

itu hak cipta disebut sebagai multihak karena hak cipta terdiri dari 2 (dua) hak. 

Sedangkan hak atas merek hanya memiliki hak ekonomi yaitu memberikan 

lisensi atau izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya 

sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. 

Selain tidak dapat dialihkan, hak cipta dan hak atas merek merupakan 

hak yang melekat pada pribadi pencipta atau pemilik hak atas merek sehingga hanya 

royalti yang dapat menjadi objek pembagian.  

Keuntungan finansial atau royalti merupakan akibat dari pelaksanaan hak 

ekonomi dari hak cipta dan hak atas merek sebagaimana telah penulis jelaskan 
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sebelumnya bahwa hak ekonomi yang dimaksud adalah segala kegiatan yang 

bersifat komersil sehingga mendatangkan keuntungan finansial atau materi bagi 

pencipta atau pemagang hak cipta. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya 

juga bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta apabila ia memiliki nilai atau 

manfaat ekonomi. Sehingga segala keuntungan finansial dan royalti atas 

penggunaan dari hak cipta dan hak atas merek tersebut menjadi objek dari 

pembagian harta bersama. 

Keuntungan finansial atau royalti yang menjadi objek pembagian harta 

bersama ditentukan berdasarkan kapan lahirnya hak cipta dan hak atas merek 

tersebut sebagai berikut: 

a. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan sehingga 

keuntungan finansial dan royalti dihasilkan selama perkawinan menjadi objek 

pembagian harta bersama 

b. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan dan keuntungan 

finansial atau royalti ada setelah perceraian maka keuntungan finansial atau 

royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama. 

Apabila hak cipta dan hak atas merek terdaftar atas nama suami istri 

maka masing-masing tetap berhak atas hak cipta dan hak atas merek serta 

keuntungan finansial dan royaltinya tanpa harus adanya pembagian hak-hak 

tersebut sebagai objek pembagian harta bersama.  

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa 
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permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh perseorangan, beberapa orang 

dan badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta atas beberapa orang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas 

dan pribadi. 

Setelah perceraian sangat mungkin royalti dari hak cipta dan hak atas 

merek tersebut ada selama hak ekonomi tersebut masih digunakan sebagaimana 

masa berlaku hak ekonomi pencipta tergantung kepada ciptaan diatur dalam Pasal 

58-63 Undang-Undang Hak Cipta yaitu mulai dari 25 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun. 

Kemudian masa berlaku hak atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 

35 adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang kembali dalam 

jangka waktu yang sama. Apabila royalti dari hak cipta dan hak atas merek sebagai 

harta bersama masih ada setelah perceraian maka royalti tersebut dapat diajukan 

untuk dimohonkan pembagiannya.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

memberi ketegasan tentang pembagian harta bersama, dimana disebutkan jika 

pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, 

pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 37 yang menyebutkan: “jika perkawinan putus karena 

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum 

agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian Undang-Undang 

Perkawinan tidak memberikan ketegasan tentang kadar pembagian harta bersama. 
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Hanya diserahkan kepada aturan hukum agamanya masing-masing, hukum adat dan 

hukum-hukum lainnya secara umum. Secara redaksional penekanan hukum agama 

lebih didahulukan. Tentunya bagi pemeluk agama yang konsekwen dengan hukum 

agamanya, akan bersikap mematuhi ketentuan hukum agamanya dalam menempuh 

pembagian harta bersama. Dalam hukum agamanya tidak mengatur tentang 

pembagian harta bersama, secara rasional akan menempuh cara pembagian harta 

bersama menurut adat, undang-undang tersebut memberi peluang untuk 

menerapkan hukum-hukum lainnya dengan tidak menunjuk hukum mana yang 

bersifat bebas dan abstraktif.53 

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-

masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup 

maupun cerai mati atau suami atau istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 

96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 96 KHI berbunyi sebagai 

berikut: 

a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 

pasangan yang hidup lebih lama; 

b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang 

hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 

                                                           
53Arso, “Hak Kekayaan Intelektual…..op.cit, hlm 159-160. 
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Sedangkan Pasal 97 berbunyi: “janda atau cerai hidup masing-masing 

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan”. 

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara 

suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya 

hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. 

Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu 

terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai 

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut 

merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri.54 

Pada kasus di Pengadilan Tinggi Agama No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, 

hakim memilih untuk tidak membagi harta bersama rata sama besar antara mantan 

suami dan mantan istri. Melainkan satu pertiga bagi mantan suami dan dua pertiga 

bagi mantan istri.55Pertimbangan hakim memutuskan pembagian seperti itu di 

antaranya, karena harta bersama itu merupakan hasil jerih payah istri. Selain itu 

juga karena istri telah membantu melunasi pembayaran utang suami yang dibawa 

sebelum menikah. Serta ikut menafkahi anak-anak dari istri pertama suaminya. 

Sedangkan suami mendapat bagian sebagaimana di atas dengan pertimbangan 

masih mengurusi anak.  

                                                           
54M.Anshary, Hukum Perkawinan….op.cit, hlm 146. 
55M. Syarifuddin Firdaus Tidak Semua Harta Selama Perkawinan Jadi Harta 

BersamaI, https://kantorpengacara.co/tidak-semua-harta-selama-perkawinan-jadi-harta-bersama/ 

diakses 23 Juni 2019 Pukul 21:47 WIB. 

https://kantorpengacara.co/tidak-semua-harta-selama-perkawinan-jadi-harta-bersama/
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Pembagian harta bersama tidak serta merta mengikuti aturan normatif 

sebagaimana di atas, yaitu dengan 50:50 antara kedua belah pihak. Namun masih 

harus memperhatikan keadaan pasangan suami istri tersebut terlebih dahulu, seperti 

harta bawaan keduanya, pendapatannya, pemberi nafkahnya, dan lain  

Pembagian dengan komposisi 50:50 belum tentu dipandang adil oleh 

para pihak dan putusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda 

berdasarkan pertimbangan keadilan hakim. Pertimbangan hakim tersebut dapat 

dilihat berdasarkan tanggungjawab para pihak selama perkawinan berlangsung 

seperti: tanggung jawab mencari nafkah keluarga, tanggungjawab mengurus anak, 

tanggungjawab mengatur harta bersama selama perkawinan berlangsung dan 

lainnya. 

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang 

mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama 

lebih besar dan siapa yang ternyata mampu mebiayai hidup sendiri. Bagaimana 

dengan istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakukan yang tidak adil dalam 

hal pmbagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah 

seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya 

bersama dengan suami. Alasannya, apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama 

dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya, memang 

pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan), 
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seperti mengasuh anak, memasak dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang 

tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.56 

Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal)? 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama termasuk penghasilan istri tetap 

dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), 

maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta 

bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak 

menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang 

satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada 

pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah 

tangga.57 

Suami yang tidak bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana 

kondisinya, apakah ia menganggur total tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

domestik? Jika ternyata suami tersebut menganggur total, tetapi tidak mau 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik dan harta bersama dibagi dua akan 

menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apakah pembagian seperti ini bisa dikatakan 

adil. Untuk itulah, pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang 

berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami-istri (harta 

gono-gini).58 

                                                           
56Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika……….op.cit, hlm 141. 
57Ibid. 
58Ibid, hlm 142. 
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Berdasarkan penjelasan di atas mengenai berapa jumlah uang atau 

persentase dari keuntungan atas hak cipta dan hak atas merek yang akan didapatkan 

oleh masing-masing suami istri ditentukan hakim berdasarkan sejauh mana suami 

atau istri melaksanakan perannya dalam rumah tangga dan ditambah sejauh mana 

kontribusi suami atau istri terhadap hak cipta atau ha katas merek tersebut.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

1.   Hak cipta dan hak atas merek yang lahir selama perkawinan dapat 

dikualifikasikan sebagai harta bersama karena hak cipta dan hak atas merek 

merupakan harta kekayaan yang dapat dimiliki seseorang dan memiliki nilai 

ekonomi berupa keuntungan finansial dan royalti atas penggunaan hak-hak 

tersebut sebagaimana pendapat jumhur ulama yang mempersamakan hak cipta 

dan hak atas merek sebagai mal. Selain itu, hak cipta dan hak atas merek dapat 

disebut sebagai harta perkawinan atau harta bersama apabila dapat dibuktikan 

bahwa hak-hak tersebut lahir dalam perkawinan yaitu apabila hak cipta dari 

sebuah karya yang telah dituangkan dalam wujud nyata, sedangkan pembuktian 

hak atas merek sebagai harta bersama apabila merek tersebut telah didaftarkan 

di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjend.HKI). Meskipun Hak 

cipta dan hak atas merek dihasilkan atau milik salah salah suami atau istri, hak 

cipta dan hak atas merek merupakan harta perkawinan atau harta bersama yang 

dihasilkan dari perkongsian suami istri dalam perkawinan. Hal ini sesuai 

dengan konsep syirkah abdan mufawwadhah sebagai landasan perumusan 

kaidah-kaidah harta bersama. 
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2.   Penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta 

bersama adalah dengan cara membagi keuntungan finansial atau royalti sejalan 

dengan hasil diskusi bidang Peradilan Agama dalam Rakernas Mahkamah 

Agung RI tahun 2007 yang menyatakan royalti sebagai harta bersama. 

Pembagian tersebut berdasarkan kapan lahirnya hak cipta dan hak atas merek 

tersebut sebagai berikut: 

a. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan sehingga 

keuntungan finansial dan royalti dihasilkan selama perkawinan menjadi 

objek pembagian harta bersama 

b. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan dan 

keuntungan finansial atau royalti ada setelah perceraian maka keuntungan 

finansial atau royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian 

harta bersama. 

Setelah perceraian sangat mungkin royalti dari hak cipta dan hak atas 

merek tersebut ada selama hak ekonomi tersebut masih digunakan sebagaimana 

masa berlaku hak ekonomi pencipta dan hak atas merek terdaftar. Apabila 

royalti dari hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama masih ada 

setelah perceraian maka royalti tersebut dapat diajukan untuk dimohonkan 

pembagiannya.  
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B. SARAN 

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak kekayaan intelektual 

berupa hak cipta, hak atas mereka maupun hak lainnya dapat diakulifikasikan 

sebagai harta bersama karena sifat melekat hak kekayaan intelektual bagi 

pribadi pencipta atau pemagang hak tersebut. Oleh karena itu sebaiknya 

Mahkamah Agung bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dapat 

memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat sebagai stakeholder 

mengenai bagaimana harta benda tidak berwujud dalam hal ini hak kekayan 

intelektual dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. 

2. Pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama akibat putusnya 

perkawinan tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan sifat hak cipta dan hak atas 

merek merupakan benda tidak berwujud. Sehingga Mahkamah Agung perlu 

merumuskan aturan tekhnis mengenai cara pembagian harta benda tidak 

berwujud agar mempermudah hakim di lingkungan peradilan agama dalam 

memutus sengketa pembagian harta 
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